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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Islam dan Politik Dl Indortaic Studi Analisa
Pemikiran Nurcholish Madjid11 , dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan tiga
poin: Pertama, bagaimana Islam dan politik di Indonesia, yang meliputi: hubungan
Islam dan politik di Indonesia mulai cari era kemerdekaan sampai era reformasi,
Kedua pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam dan politik. Dan yang Ketiga,
signifikansi pemikiran Nwchohsh Madjid terhadap proses demokratisasi di
Indonesia

Dalam penelitian ini, penulis menwunakan metode Deskriptif, yaitu mengkaji
pemikiran sesmrang yang sudah dituangkan dalam sebuah teks tertulis kemudian
dilakukan analisis terhadap teks tersebut.

Pemikiran politik Nurchobsh Madjid sangat subtansialist ik, hal ini bisa
dilihat dari ungkapannya bahwa Hasil dari penelitian ini penulis menemukan
landasan paradigma politik yang digItrakan oleh Nurchohsh Madjid, beliau
menggunakan landasan pluralisme dalam berpolitik " bahwa politik haru t»mranfaat
bagi semua". Landasan ini tidak lepas dari konteks keindonesiaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang kaitar Islam dan politik selama ini, belum memberikan

gambaran final tentang bentuk politik Islam, Ini disebabkan, karena tidak ada teks

yang secara eksplisit dalam Al<2uran dan Al-Hadist yang menyebutkan format

politik tertentu secara jelas, Sehingga memberikan ruang yang bebas untuk

dilakukan pembacaan atau penafsiran ulang terhadap kaitan Islam dan politik.

Disamping itu, perdebatan itu muncul set»narnya tidak terlepas dari

persoalan yang muncul dalam masyarakat itu sendiri. Yaitu persoalan apakah

agama turut menentukan dalam pergaulan sosial-politik di masyarakat atau Islam

hanya berlaku dalam membentuk prilaku manusia secara individu. Sehingga

mengkaji F»rsoalan tersebut merupakan sebuah usaha yang ingin mewUjudkan

wacana ke-Islan-an dan r»litik yang seimbang,

Bera iva dari I»rsoalan tersebut, wacana relasi Is-am dan politik

senantiasa mernrik dan belum final, Sehingga diperlukan pengkajian yang lebih

mendalam lagi salah satu yang menarik perhatian terhadap wacana Islam dan

politik adalah dengan munculnya gerakan-gerakan keagamaan atau partai politik

yang mengkampanyekan negara Islam, Khilafah Islam dan formal jsasi Syari'ah. 1

1 Khamami Zadda dan ArifArofah Diskllrsus Politik Islam (Jakarta: LSIP, 2004), ix

1
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2

Dalam sejarah awal peEkembangan kekuaaan Islam, kaitan Islam dan

FX)litjk merupakan kesatmn yang tidak terpjsahkal. Tradisi Islam menunjukkan

politik sebagai unsur terpenting dalam pertumbuhan masyarakat Islam. Hal ini

terbukti dengan permasalahan KRama yang diF»rsoalkan generasi Frtama

setelah kematian nabi Muhammad adalah masalah F»litik. Dalam hal ini yang

menjadi perdebatan adald1 siapa yang layak menjadi pemimpin umat Islam.

Kemudian, dilanjutkan perebutan kekuasaan politik antara kelompok

Khalifah Ali dengan kelompok Utsman yang dil»lolx)ri oleh &lu'awiyaJh- Yang

terakhir dengan terpecah-nya umat Islam menjadi beberapa kelompok teologi,

tasawuf dan madtcab pqih? Dari fakta ini menunjukkan bahwa I»rsoalan kaitan

Islam dan politik merupakan persoalan yang sangat penting, sebab apabila kaitan

itu tidak seimbang, maka akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat yang

lain

Persoalan Islam dan poli:ik di dunia Islam yang tidak harmonis tersebut,

akhirnya juga txrimbas dan mempengaruhi kalangan Islam di Indonesia. Dalam

sejarah Islam Inionesia, I»rsoalan Islam dan politik baik pada wilayah pemikiran

ataupun praksis gerakan mengalami pasang surut sesuai derlgan pemegang

kekuasaan di Indonesia

2 Firqoh Teologi yaitu, Mu'tazilah, Syi'ah, Khawarij, Jabariah, QodariaF, Najriah, dan ANus
Sunnah Wal Jamaah dan dari gnilah geneologi munculnya kelompok Sunni, linat Kacung MaHjan,
Quo Vadis NU btelah Kemtxrli ke Khittah /926. 24 dan lihat Ali Haidar, Nahrirnul Ulama dan Islam
di Indonesia. 17 dan 67
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3

Persoalan yang selama ini sering dialami oleh umat Islam di Indonesia,

adalah bagaimana mengkaitkan agama dengan berbagai aslxk kehidupan social-

politik secara proporsional. Persoalan tersebut terletak pada bagaimana

menghadirkan peranan Islam dalam lingkup negara kebangsaan. Sebab selama

lima dasawarsa Indonesia merdeka, kaitan Islam dan politik sering dan masih

ditandai oleh kauri8aan dan ketegangan yang sebenarnya tidak perlu.

Sebagaimana dikatakan oleh Bachtiar Effendi bahwa "kecurigaan itu

sebenarnya di I»nguuhi oleh perbedaan di dalam menerjemahkan Islam berkaitan

dengan kehidupan sosial-budaya, sosial ekonomi, sosial-politik keseharian,3

Sebab, bagaimanapun juga diakui atau tidak ajaran agama (Islam) tidak lepas

sama sekali dalam kehidupan politik.4

Sepanjang sejarah kekuasaan di Indonesia, relasi Islam dan politik

(negara) sering mengalami proses sejarah yang kelam, yaitu hubungan yang

sering ditandai oleh kecurigaan dan ketegangan. Hal ini disebabkan oleh dua hal,

Wrtama kebijalanwmerintah yang selalu memposisikan peran politik Islam pada

wilaYah mardral dan outsider- Sehingga, berakibat pada prilaku politik umat

Yang sering ingin nrelakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap negarap

sebab mereka merasa hak-hak politiknya sering di " kebiri" dan dipangkas oleh

negara. Kedua faktor paradigma politik Islam yang sempit dalam memandang

Krsoalan kaitan Islam dan WI itik di Indonesia Adapun paradigma itu terkadang

3 Bachtiar EfFendi, Teologi Baru Politik Islam (Yogyakarta: Galang Pers, 200 1), 67
' Deh 81 Noer, islam Dan Politik (J 8karta: Y8y8swr Risaldl 2003} vii
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4

sering bertentangan dengan fakta historis bangsa Indonesia, sehingga sering

berakibat terjacSnya ketegangan baik dengan negara atau masyarakat lainnya

Sehingga berujung pada negara yang akan menyelesaikan dengan cara-cara yang

represif.

Kebijakan negara yang sering memposisikan politik Islam secara

marginal, sering t»rakjbat pada kemandekan pemikiran dan aktifitas politik Islam.

Bahkan sejarah umat Islam Indonesia yang berkaitan dengan politik pernah

dianggap sebagai I»saing kekllasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan

negara. Sehingga pihak negara berusaha menghalangi dan melakukan domestikasi

terhadap gerakan politik Islam_)

Polemik tersebut melahirkan skeptisme para pemihr dan aktiHs politik

Islam terhada) negara Mereka menganggap negara berusaha untuk

menghllangkan arti Wnting Islam secara politik serta menerapkan kebijakan

sekuler atau standar Wh Sebuah kebijakan dimana negara membiarkan atau

bahkan mendorong dimensi ritual Islam untuk tunnbtal namun negara tidak

memberikan kesemptan lad ml itik Islam untuk berkembang.6

Walaupun tidak ada istilah mayoritas-minorItas yang harus mengpasai

wrplitikan di Indonesi& namun tichk chpat dipunghri setichknya hingga kiM

bahwa Indon Ga merupakan negara yang mayoritas lxnduduknya beragama

Islam7 sekitar 75%80% diantaranya hidup di pedesaan Menyadari posisi Islam

P m W 23; ; b :\1r u 1g o h o ) 1P1c1En111116171 1 g g S 1 1 n I 1 ][1[ 1 1 bunga n Islam Dan Negara Pancasila (YogYakarta 9

6 Effendi, Teologi Mw, 9
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5

sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, seharusnya secara ideal, Bran politik

Islam mampu mempengaruhi dan menentukan arah lxq»lidkan di Indonesia.

Namun realitas politik Islam di Indonesia nampak lain, umat Islam yang

mayoritas hanya dijadikan komoditas politik belaka Posisi mereka flouting

massa) yaitu posisi massa mengambang, di mana mereka hanya dimobilisasi suara

politiknya saja untuk kepentingan elit-elit politik, setelah itu mereka di

tinggalkan, tanIa ada proses pendidikan politik.

Di samping semua persoalan diatas tersebut, set»narnya ada persoalan

yang sangat mendasar yang mempengaruhi hubungan antagonistic kaitan Islam

dan politik di Izdonesia Persoalan itu adalah, adanya problem paradigma politik

umat Islam dalam memandang relasi Islam dan politik di Indonesia. Sementara

saat ini masih banyak umat Islam yang pandangannya masih sempit dalam

melihat relasi Islam dan I»litik, mereka melihat politik hanya berorientasi pada

sekedar berebut kekuasaan

Dengan paradigma tersebut akan menjadikan politik Islam sebagai

ideolo© yang sempit Sehingga pada kehidupan riil, umat Islam sering

mempunYai ka:endenmgan yang sangat besar untuk menjadikan Indonesia

sebagai negara Islam dengan menerapkan aturan hukum formal Islam. Dimana

semua persoalan, seF»rti IX)1 itik, ekonomi, hukum pidana, peraturan daerah> harus

diatur secara jelas sampai pada wilayah teknis lxlaksanaan harus berdasarkan
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6

SYari'at Islam. Padahal sampai saat ini syari'at Islam sendirI belum mempunYai

ukuran dan batasan yang jelas dalam F»nerapan atau praktek di masYarakat-7

Dari pazdangan tersebut, akhirnya berakibat pada sempitnya Wrgaulan

umat Islam dalan bermasyarakat dan bernegar& Di mana mereka akan berusaha

semaksimal mungkin bahkan harus diperjuangkan untuk menjad.kan semua aspek

formal kehjdupn harus t»rlabel Islam sesuai dengan zaman Rasulullah- Di

samping itu patdangan tersebut juga berakibat pada orientasi I»litik umat yang a

historis, yang seperti buta akan perubahan dan perjalanan I»radaban umat. Sebab

fakta historis menunjukkan bahwa Indonesia adalah masya(at multicultural

yang plural atau majemuk dalam segala hal suku, agama, ras dan golongan

(SARA).

Fenomena I»rlnlitikan yang timpang tersebut, terutama I»rsoalan dalam

relasi Islam dar politik di Indonesia kiranya sangat penting untuk dicarikan

sebuah formulasi dan solusi yang tepat. Sebagaimana ditegaskan oleh Nurchol ish

Madjid:

Bahwa umat Islam kini semakin sadar diri tentang I»rlunya memberi
jawaban atau solusi yang benar dan tepat terhadap tantangan zaman
modern ini. Harapan untuk dapat melakukan dengan baik, jika ada
kejelasan tentang I»rsoalan yang amat prinsip, yaitu menempatkan
persoalar kaitan Islam dan politik yang benar dan tepat_8

Dari konteks di atas, maka sangat penting untuk dicarikan sebuah solusi

atau r»mikjrae baru Dimana solusi pemikiran itu tidak terkooptasi oleh

' Zuly Qodir, =yri’ah Demokratik, Pemberlakuan Syari’ah Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2(XH), 29b292

8 Nurchobs Madjid, Islam thIn Politik, ParamadinaT Vol. 1. Juli-Desember 9 1995
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7

kepentingan politik praktis. Sehingga diharapkan mampu memberikan solusi dan

formulasi tepat dalam menempatkan relasi Islam dan politik di Indonesia.

Nurcholish Madjid adalah salah satu cendekiawan muslim yang sangat

produktif Setiap gagasannya selalu mengundang kontroversi dalam masyarakat.

Pemikiran Nu-cholish Madjid begitu kompleks dan kompretBnsif, mulai dari

aspek filsafat, tasawuf, fiqih, aqidah, pendidikan, sosial sampai aspek politik tidak

luput dari perhatian dan kajiannya,

Dalam bidang I»litik ia termasuk seorang yang ahli sekali walaupun

secara aktualisasi beliau tidak terjun langsung. Dalam peran perpolitikan ia

condong menggunakan jalur kultural dari pada menggunakan jalur struktural? hal

ini sangat diWrgaruhi oleh latar belakang kehidupan Nurcholish Madjid.

Dalam »mikiran F»litiknya, Nurcholish Madjid menggunakan dasar atau

landasan pluralisme.9 Bagi Nurcholish Madjid, pluralitas atau kemajemukan

memang bukar keunikan suatu masyarakat, tapi merupakan kepastian (taqdir)

dari Allah sewni djisymatkan dalam kitab suci Al Quran. Ia juga menyadari

bahwa plural has adalah keyakinan yang telah menjadi kehendak Tuhan9lo

Pluralisme yang di@gas oleh Nurcholish Madjid terkait juga dengan

FmikjrannYa tentang inklusivisme, relativisme dan toleransi yang justru menjadi

SYarat terWnting bad terwujudnya peIIegakan pluralisme.11 Komitmen

9Idd? Thaha, Demokrasi Rehgus: Pemikiran Politik Nurchohsh Majid dan M. Amien his
(Jakarta: Teraju, 2005), 98. -

"I Ibid. 102

11 Nur Khohk Ridwan, Plwnlbne Borjuis: Kritik Atas Nalar Plural&ne Cak Nur, 78_92
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8

Nurchohsh Madjid kepada pluralisme dapat dirujuk pada pemahamannya tentang

Islam. Baginya, Islam merupakan amma yang terbuka, agama berseman Pt

manusia, dan agar•a yang berwatak kosmohtan yang dapat diterima oleh umat

manusia_ Dengan nalitas pluralisme semacam ini, Nurcholish Madjid sebenarnya

ingin menolak eksklusivjsme, absolutisme dan intoleransi dan bila dikajtkan

dengan prinsi»prhnip politik justru dapat mengrambat cita4ita demokrui.

Artinya, pluralisme yang dapat mendorong pengkayaan budaya bargsa menjadi

pintu dan jalan peattlg bagi transisi Indonesia menuju demokIasi. 12

Pemikiran Nurcholish Madjid memang sangat kontekstual dengar kondisi

masyarakat Indonesia yang plua1, yang menrmtut adarya pemikiran keagamun

yang inklusif. Menurut dia, "system politik yang sebaiknya diterapkan d

Indonesia ini adabt sistem yang tidak Mulya bdk untuk umat Ishm3 tetWi yang

sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua arggota masyarakat

Indonesia". 13

DenW mengWakan landasan pluralisme, Nurcholish Madjid mencoba

menyelesaikan miFalah Islam dan pohdk dalan kaitannya dengan prows

demokrasi di Indonesia

12 Tbaha, Demokrasi Religius, 104

13NuTcholish Madji cl Jejak Pemikiran dari Pembahanl &lmpai Guru Bangsa (yogyak©t z
PustakaPelajar, 2003), 367 - - - –
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9

B. Rumusan Masalah

1. Ba@imana Islan dan politik di Indonesia?

2. Bagaimana pemikiran Nurchohsh Madjid tentang Islam dan politik?

3. Baphnara sig,ri6kansi pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam dan

politik terhadap proses demokratisasi di Indonesia?

C. Kajian Pustaka

Pemikiran Nurcholis Majdid tentang politik telah banyak dikaji oleh para

peneliti sebehmnya Kajian tentang pemIkiran Nurchohsh Madjid memiliki

hjuan dan orientasi yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang dan analisa

ertentu. Sehingga banyak ditemukan berbagai ragam penulisan karya ilmiah

tentang pemikirannya.

Pemikiran Nurcholish Madjid telah dilakukan oleh Muhtar mahasiswa

syari'ah pada tahu 2001 dalam skrjpsinya den@n judul: Islam dm politik: telaah

pemikiran Nurcholish Madjid tentang relasi Islam dan politik dalam konstalasi

partai politik z& Ir,dorresia. Penulisan ini terfokus pada partisipasi politik Islam

dalam partai politik di Indonesia

Begitu juga yang di tulis oleh Nur Rohim mahasiswa Syari’ah pada tahun

2000 dalam skdpsinya yang berjudul: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid,

lnnehtian ini terfokus pada konstruksi pemikiran politik Nurchohsh Madjid

Selain karya-karya tersebut di atas, masih banyak lagi karya tulis yang

berbicara seputar I»mikiran politik Nurcholish Madjid, seperti yang telah ditulis

oleh Idris Thaha dengan iudul: DemokrasI Reljgjus: Pemikiran Politik Nurcholish
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Madjid Dan Amien Rais yang diterbitkan oleh Teraju pada tahun 2004, buku ini

menguak kedua pemikiran tokoh tersebut seputar Islam dan demokrasi di

lldonesja

Namun, sepanjang pengetahuan penulis untuk pemikiran Nurchohsh

Madjid yang menbahas persoalan Islam dan politik dalam kaitannya dengan

demokratisasi di Indonesia selama ini belum ada, sehingga pada penelitian ini

akan difokuskan pala signifikansi pemikiran Nunhohs Madjid tentang Islam dan

politik dalam demokrasi di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan hubtmgan Islam dan politik di Indonesia,

2. Mendiskripsikan pemikiran politik Nurcholish Madjid tentang relasi

dan politik.

3. Mendiskripsikan signifikansi pemikiran politik Nwchol ish Madjid

konteks demokratisasi di Indonesia

Islam

pada

E. Kegunaan Hasil Parelitian

Studi ini tidak mempunyai maksud apapun, kecuali setidaknya dapat

diharapkan memptmyai kegllnaan sebaBi berikut:
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1-

2

Aspek keilmuan (teoritis), studi ini dapat memWrkaya wacana keilmuan)

sehingga di}nrapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai diskursus

pemikiran politik Islam

Aspek terapan (praktis), studi ini dapat dijadikan landasan Fmikiran bad

para peneliti selanjutnya, dan dapat memberikan sumtnrgsih Fmikiran

metodologi )olitik Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk mengrindar{ kerancuan dan sekaligus menciptakan satu titik temu

dalam memahami I»nelitian ini, maka dirasa perlu adanya kata kunci untuk

memberi batasan dan pemahaman pada penelitian ini.

Islam dalam penelitian ini adalah, Islam sebagai agama Samaw i yang

komponen dasarnya adalah aqidah dan syari’ah, yang punya korelasi erat dengan

I»litik dalam arti luas. SebaBi sumber motivasi yang berperan dan berI»nguuh

penting dalam nenumbuhkan sikap dan prilaku sosial politik urrnt Islam, 14

Politik dalam penelitian ini adalah, serangkaian kegiatan yang

menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani maupun rohani dalam

hubungan kemasyarakatan suara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan

lembaga kekuasaan,1)

'4 Salul MahfUd, Nuwrsa Ficjh 93sinI (Yogyakarta: LKIS, 1994), 207
1 J Ibid, 1&11
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Nurcholis Madjid, adalah seorang cendikjawan muslim yang termasuk

dalam golongan neemodernis, dan beliau pendiri dan sekaligus rektor

Paramadina.

G. Met(xie Penelitian

Pada perelitian ini, penulis akan mengkaji r»mikiran Nunholish Madjid

yang sudah dituangkan ke dalam sebuah teks tenu]is. Kemudian melakukan

analisa kritis ter-radap pemikiran-pemikirannya. Sehingga metode penelitian yang

akan di gunakan pada kajian ini adalah metode penelitian deskriptif_

Metode )enelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun

suatu kelas lxristiwa masa sekarang.16 Sebagaimana yang diungkapkan F,L

Whitney yang dikutip Moh. Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta

dengan interpreusi yang tepat. 17

Dj sam dng itu I»neljtian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif,

yaitu Wndekatar F»nelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau hmI daN orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic, sehingga tidak boleh

mengjsolasjkan individu atau organisasi ke dalam variable atal hipotesis, tetapi

perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. 18

1: Moh NaM, Metode PerBhtiwl (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54
L ' Ibid_ SA

18 Lexi J Molecng, Mekxiologi Pelulitia1 Kualitatif (Bandung: Rosda Kmy& 2002)9 3.
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Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif pada

peneljtian ini dlrarapkan dapat mendeskripsikan sikap dan I»rilaku Nurcholish

Madjid secara holistic, serta daM mendeskripsikan latar tradisi kehidupan yang

mempengaruhi karakter pemikirannya terutama berkenaan dengan kondisi sosin

kultur dan sosiopolitik, Dengan didapatkan gambaran data secara holistic

terhadap latar Badisi Nurcholish Madjid maka diharapkan akan mudah untuk

digambarkan pemikirannya secara utuh.

Disamping itu penelitian kajian ini, merupakan studi kepustakaan (library

research), yaitl I»nelitian yang menjadikan bahan atau data pustaka sebagai

sumtnr data utama pda I»nelitian19 Artinya studi kepustakaan pada I»nelitian

ini adalah pemlis hanya melakukan pengkajian terhadap seluruh pemikiran

Nurcholish Madjid yang sudah dinlangkan dalam sebuah txntuk tulisan atau teks

kepustakaan, tanpa harus melakukan wawancara secara langsung,

1. Su,rIbet Data

Sumber data dalam F»nelitian ini adalah subyek dari mana data dapat

diFroleh.20 Sumber data dapat dj1»roleh dari dokumen yaitu laporan dari

kejadian yang berisi dari pandangan dan pemikiran manusia masa lalu berupa

literatur kepustakaan, ser»rtj karya ilmjah (skripsi), majalah, Koran, buku,

artikel, jurnal, diktat, encyclopedia, dll.

19 Nazir, Met(xie Pettelitiwl. 11 ]

20 Suharsimi Arikunto, Proserhlr pelulitian-. Suatu PelxJekatal i Praktek, Edisi Revisi IV
(Jakarta: Reineka Cipta 1998), 114
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Sumber data dalam Fxnelitian dibagi menjadi dua baglan Yaltu:

a. Sumber Pamer

Sumber primer merupakan informasi yang dicumpulkan dan

didapatkan 1»neliti langSung cbr1 sumber penelitian21 dalam penelitian ini

sumber primer merupakan informasi data yang didapatkan secara

langsung berupa literatur kepustakaan yang berupa karya ilmiah (skripsi),

buku, m3jalah, Koran, artikel baik berupa tulisan ataupun pernYataan

(komentar) Nurcholish Madjid Serta karya tulis ilmiah Yang membahas

dan meneliti pemikiran Nunholis Madjid.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekurder merupakan informasi data yang telah

dikumprikan pihak lain, wneliti tidak langsung meml»roleh data dari

sumbernya, peneliti bertindak sebagai pemakai data.22 Pada penelitian ini

sumber sekunder merupakan sumber penunjang yang diperoleh dari

literatur pemikiran para intelektual berupa buku, artikel yang berkaitan

dengan wacana Islam dan I»litik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah menentukan cara bagaimana dapat

diperoleh daa mengenai variat»l-variabel tersebut.23 Sesuai dengan penelitian

21 Hermawan Warsito, Pengantar Metcxlologi Penelitian (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992),

22 Arikunt,). Prosedur Penelihwr: Suatu Pendekatan Praktek. 141

23 Ibid. 137

69
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ini yaitu penelitian kepustakaan maka teknik Fngumpulan data dilakukan

denmn cara membaca dokumentasi data«lata yang sudah dikumpulkan.

Kemudian dilakukan beberapa tahapan penWmpulan data, Yaitu tahap

EditIng, yaitu memeriksa kembali semua data Yang telah dixroleh terutama

darI segI kdengkapan keterbatasan, dan kejelasan makna, serta kesesualan

dan keselarasan satu sama lain Kemudian OrganIzing, Yaitu men:mun data-

data yang diperoleh, kemudian dilakukan l4nai»ing, Yaitu melakukan analisa

lurjutan terradap pengorganisasian data-data yang telah dikumpulkan

3. Teknik Analisa Data

Tekrik analisa data adalah teknik dimana data tersebut diberi alli dan

makna yang berguna untuk memecahkan 1»rsoalan I»nelitian.24 Pada

F»nelitian ini digunakan teknik analisa data content analysis, content analysis

adalah tekrik analisa data yang dilakukan dengan cara mengkaji isi atau

materi sesuatu data atau teks tertulis dengan menggunakan kerangka berfikir

deduktif-veri6katif.25 Pada penelitian ini content analysis digunakan untuk

membedah pemikiran I»litik Nurcholish Madjid yang sudah dituangkan ke

dalam sebudr teks tertulis

24 Naar_ Metode Penelitian, 346
25 Kerangka berfikir deduktif-veri6katie adalah kerangka berfikir di mana peneliti &nolak

dari konsel»konsep terentu. Lihat, Sanapiah Faisol, Perrelitiwl Kualitatif. Dasm-Dasar dan Aplikasi .
89
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H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka studi ini akan lebih sistematis

jika di bagi dalun beberapa bab, yaitu:

Bab I: ?endahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II: ?olitik dan Islam di Indonesia, bab ini berisi tentang pergulatan

hubungan Islam dan Politik di Indonesia mulai era revolusi sampai era reformasi.

Bab 111: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid, bab ini berisi, biografi,

paradigma politik Nurcholish Madjid dan beberapa pemikiran tentang politik

Nurcholis Madj'd_

Bab IV: Analisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid, bab ini berisi

meliputi Fxrkenbangan demokrasi, dan analisis terhadap pemikjran Nurcholish

Madjid dalam proses demokrasi di Indonesia.

Bab V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dur saran.
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BAB II

ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA

A. Islam dan politik Era Revolusi

Dalam Masa revolusi ini, hubungan Islam dan politik dalam kondisi yang

sangat kelam, yaitu hubungan yang ditandai oleh kecurigaan dan ketegangan.

Pengalaman pelode pertama ini merupakan entry point yang membuat politik

Islam pada tahun 1970-1990-an t»rwama, meminjam istilah Abdurrahman

Wahid- komplenenter dengan seluruh sl»ktrum kehidulnn politik nasional.

Hubungan yang kelam ini disebabkan oleh dua hal, Pertama kebijakan

I»merintah yang selalu memposisikan peran politik Islam pada wilayah marginal.

Sehingga, berakibat pada r»rilaku politik umat Islam yang sering ingin

melakukan F»mberontakan atau lxrlawanan terhadap negara, sebab mereka

merasa hak-hak politiknya sering dikekmrg dan dipangkas oleh negara. Kedua,

WdiWa Wliik Islam yang sempit memandang persoalan kaitan Islam dan

Wl itik. ParadiWa itu sering bertentangan dengan fakta historis bangsa Indonesia)

sehingga sering berakibat terjadinya ketegangan baik dengan negara maupun

dengan masyarakat lain.

Sikap negara Yang sering memposisikan politik Islam secara margjal9

senng beraklbat pada kemandekan Kmikjran dan aktifitas InI itik Islam, Polemik

tersebut melahirkan skeptisme para I»mikir dan aktifis politik Islam terhadap

17
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negara. Mereka menganggap negara berusaha untuk menghilangkan arti Islam

secara politik serta menerapkan kebijakan sekuler dan standar ganda.

Dalam nasa revolusi dan tahun-tahun berikutnya, kalangan Islam yang

berpolitik melanjutkan perjuangan I»litiknya Dalam masa itu mereka juga aktif

dalam perjuangan bersenjata lanjutan dari kegiatan politik. Dalam bidang politik

r»ranan Islam sangat besar selama masa ini_ Masyumi (November 1945) yang

merupakan san-satunya partai Islam pada waktu itu, dan merupakan pusat

kekuatan politik, sehingga ia tidak pernah dipercayai memegang pemerintahan.

Pada masa ini r»rlawanan politik terhadap I»merintah yang disemangati

oleh aspek keagamaan terus t»rlangsun& Konsolidasi kekrlaMan penjajah yang

makin luas, diarcam oleh pemt»rontakan-pemberontakan lokal dari perlawanan-

I»rlawanan yang diinspirasikan Islam.

Kenyataan-kenyataan itu menunjukkan bahwa Islam telah dijadikan apa

yang oleh Mc Turnan Kahin disebut sebagai "senjata ideologis" untuk melakukan

Wrlawanan terFadap kaum kolonial.1 Maka tidaklah heran bilamana perkumpulan

Yang berbasis Islam semacam SDI (Sarekat Dagang Islam) sebagai gerakan massa

Wrtama yang terorganisir secara I»litik, dianggap cikal bakal pertumbuhan

nasionalisme

Contoh diatas tersebut memperlihatkan betapa dalamnya keterlibatan

Islam dalam FrWmulan F»litil BerFX)1 itik bagi kalangan Islam dianggap sebagai

badan dari perjuangan yang sama sekali tak dapat dipisahkan dari ajaran dan

1 M- Sya6'i Anwar, Pemihrwl dam Ah Islan IIxlonesia, (Jakarta: Paramaclna, 1995), 3
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syari'at Islam itu sendiri, Allan A, Samson beqEndapat bah\va dari berbagai

agama, Islam surgat mungkjn merupakan yang paling sempurna dalam keteguhan

menjalin hubungan langsung antxa agama dan politik.

B Islam dan politik Era Orde Lama

Dalam periode ini, hubungan Islam dan pemerintah dalam keadaan yang

tidak menguntrngkan bagi Islam kanna kebijakan pemerintah yang diskriminatif

berdasarkan kepentingan politik.2 Hal ini dibuktikan dengan pembubaran partai

Mayumi oleh pemerintah dan tinggallah partai Islam lain yang mulai

menyesuaikan ciri dengan keinginan pemerintah,

Pergulabn politik Islam di era Orde Lama dimulai dengan pertemuannya

dua golongan )ahu Islam dan Nasionalis, Islam yang diwakili oleh Mayumi dan

Nasionalis yaB diwakili oleh PNI, partai Masyumi mendapat tempat yang

seimbang dengan PNI dalam Kabinet Republik Federal.

Tetapi kondisi sel»rti itu tidaklah lama dirasakan oleh Masyumi, pukulan

»rtama Yang diderita oleh Mas)rumi adalah tersisihnya ia dari kabinet Ali

SastroamijoYO I, Yang memberi kesemrntan bagi perkembangan NU sebagai

partai, kedu(iu<an Masyumi mulai tersaingi oleh kalangan sendiri setelah nu

mendeklarasikan ikut berpolitik praktis_

Pada kabinet Juanda (1957-1959) oleh presiden Soekarno, Masyum j tidak

duduk lad dalam Fmerintahan. Partai ini mengecam pembentukan yang

2 Debar Noer, Islam Dan Politik, (Jakarta: Yayasa1 IUsd& 2003), 102
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dianggapnya melanggar konstitusi. Setelah berlakunya kembali UUD 1945 pada

Uhun 19599 Masyuni bagai men#ladapi pendakian yang tak berujung.

Bersamaan dengan itu konstituante dibubarkan, walau menurut ketuanYa- WiloW,

pekerjaan tinggal 10% lagi selesai. Partai tersebut masih diwakili dalam DPR,

tetapi dengan pembentukan DPR baru (DPR«3R) tahun 1960, ia pun praktis

berada di luar lembaga legislatif itu Dan tepat pada Agustus 1960 Masyumi

dibubarkan oleh presiden Soekarno.

Partai lain, termasuk partai sesama Islam seperti NU, PSII dan Peni tidak

ada yang membela Masyumi, bahkan para BHai ini turut menari bersama

Soekarno. Mereka semua menyokong kebijakan pemerintah, termasuk penetapan

sebagai I»mimpin revolusi, presiden seumur hidup dan seperangkat galar "agung"

lainnya.

Mengekornya partai-partai Islam di belakang Soekarno tidak pula

memFrkuat kedudukan mereka, baik dalam pemerintahan maupun dalam

parlemen. Tidak ada kursi I»nting dalam lxmerintahan kecuali menteri agama)

dan jumlah mereka dalam lembaga I»rwakjlan jangankan melebihi, menyamai

jumlah wakil partai Islam dalam parlemen pada kabinet Ali Sastroarnijoyo 1955

pun tidal malah jauh berada dibawah angka hasil pemilihan umum tersebut.

Dengan kondisi semacanr ini, ada saja sebagian tokoh politik Islam

khususnYa NU mulai melakukan balasan atas tindakan yang tidak akomodatif dari

Wmerintah) Ydtu dengan mendirikan Liga Demokrasi pada tahu 1960 bersama

tokoh-tokoh lain Tetapi liga ilU dibU>arkan juga oleh pemerintah
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C. Islam dan politac Era Orde Baru

Hubungxl Islam dan politik pada masa inj, bersifat resiprokal yakni suatu

hubungan yang mengarah pada tumbuhnya saling pengertian timbal balik serta

pemahaman dialtara kedua belah pihak3 Khususnya mengenai format politik

yang diidealisasikan bersama dan diharapkan dapat mempertemukan kepentingan

maslllg-lnaslllg_

Dalam periode ini negara semakin menyadari bahwa Islam merupakan

dedominasi politik yang tidak bisa dikuampingkan. Juga disadari bahwa upaya

memarginalisasi Fran Islam dalam kebijakan pembangunan merupakan tindakan

Yang kontra-produktif 4 Terutama setelah muncul realitas bahwa kalangan

intelegensia Islam yang merupakan produk Orde Baru 9 mempunyai potensi

intelektual dan kecakapan teknikal yang dalnt diandalkan untuk mendukung

suksesnya FmbanWnan. Mereka ini secara sosiologis merupakan kelas

menen ph sand baru, yang partisipatif terhadap I»mbangunan nasional serta

sangat lntens dengan semangat intelektualisme Islam. Mereka ini memperkaya

wawasan umat serta memFrtemrlkannya dengan gagasan-gaguan cbr1 piluk elit

Orde Baru

AkhjrnW dekade 1990-an, berkat artikulasi dan peranan intelektual

musllm hubungan Islam dan Orde Baru t»rkembang menjadi saling akomodatif.5

3 Muslih Fuadie, Dinamika Pemikiran Islam DI IIIdollesia, (Surabaya: Pustaka Firdaus) 2005))

4 M. Sya61 Anwar, Pemikirw1 Dan Aksi IsIan llxbnesia x
> Ibid

8
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Hal ini ditan bi dengan semakin resWnsifnYa bifokrsi Orde' Semakln

membaiknya hubungan Islam dan orde baru itu di tandaj dengan sejumlah

kebijakan politik pemerIntah yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. antara

lain kebijakan mengenai undang-undang Kndidikan nasional (1989)9 undang-

undang peradilar agama (1989), Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri dalam

negeri dan metteri agama tentang efektifitas rnnwpulan zakat (1999) 9 dan

salah satu diaruzranya yang mendapat perhatian luas adalah persetujuan dan

dukungan terhadap berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)

pada tahun 1990.6

Namun dalam perkembangannya kelnudian, ICMI ternyata tidak bisa

lepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi FX)litiknya,

posisinya terhadap birokrasi, serta masa depannya sendiri dalam I»ntas politik

nasional

Kehadiran ICMI telah menimbulkan kecemburuan dan ketegangan baru

itu muncul karena ICMI dianggap memperoleh keistimewaan-keistimewaan

tertentu karena kedekatan hubungannya dengan pihak birokrasi dan pusat

kekuasaan. Juga karena dalam perkembangan kemudian, ICMI dianggap telah

ikut "bermain" calam arena politik praktis yang menyepelekan kekuatan-kekuatan

politik lain_

HarmonIsasi hubungan itu sendiri terjadi karena terjadi konvergensi antara

umat Islam dan negara Di dalam tubuh umat Islam telah terjadi pergeseran

6 Ibid_ 12
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perjuangan aspirasinya dalam model formal struktural ke model Fnndekatan

kultural substarbial, Sehingga muncul jargon-jargon " Islam Yes. Politik Nt)" ,

"Negara Pancasila Sudah Final", dan "Tidak Ada Negara Islam" .7 Sedangkan

pada saat yang sama, gerakan Islamisasi secara kultural dengan melakukan

berbagai kajian keislaman di segala lini kegiatan profesional dan birokrasi sipil

dan militer telah membllahkan munculnya pemegang kebijakan yang mempunyai

kesadaran, kepelulian, dan semangat keagamaan yang kuat dalam dirinya.

Selain mengakomodasi pemikiran para cendekiawan muslim itu,

pemerintah sendiri baik karena posisinya maupun kandungan konsepsinya, juga

secara sunwuh-sungguh berusaha untuk mengisi secara konseptual tentang

hubungan uma Islam dan pemerintah. Berbagai pemikiran politik yang

dikemukakan oleh para cendekiawan muslim itu, dipuji oleh Mensegneg

Moerdiono sebagai, "telah memberikan sumbangan konseptual yang I»nting

tentang hubungan Islam dan pemerintah, dan mencerminkan semangat nasional

yang kuat sebagai wadah dari keimanan yang intens".

ReinterFretasi mereka terhadap gagasan-gagasan Islam tentang politik dan

kenegaraan teld1 membentuk citra Islam yang inklusif, ramah, dan ilmiah di mata

pemerintah Ini mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi terwujudnya

hubungan yang ramah antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru.

Dengan kondisi semacam ini, I»merintah membuat langkah baru dengan

mengfokuskan arah geraknya pada perbaikan ekonomi dan politik. Karena itu

7 Tau6q Nugroho, Paswrg Surut Hubungal Islam dIn Negara Pwlcasila, 134.
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pemerintah melakukan rekontruksi politik dan ekonomi yang diarahkan

modernisasi dengan mempergunakan pendekatan lxapnatis dalam memecahkan

persoalan yakni perbaikan ekorDm j serta pemba•gunan dan stabilitas lx)litik

menjadi pioritas utama

Maka ketika semua golongan politik sepakat bahwa modernisasi

merupakan pilihan strategis seTta satu-satunya tternatif dalam memecahkan

persoalan yang dihadapi pemedrRah dalam bentuk )encanangan dan pelaksanaan

lx)la urntm pembangunan nasional melalui tahapantahapan pelitanya8

Pilihan pemerintah untuk melangsungkar modernisasi memiliki dua

implikasi politik yaitu; pertama, pemerintah, dengan demikian program-

programnya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang memberi

dUkIlngan dan paaisipasi politiknya Kedua, dukungan dan rnrtisipasi politik

masyarakat pada giliran berikutnya akan mendukung kelangsungan proses

pembangunan dan mengukuhkan posisi pemerintah karena terdapat keterputusan

kesempatan dan F»luang pembinaan kader-kader partai oleh para pemimpin

I»litik Dari sini diharapkan terjadinya interaksi dinamis antara partisipasi politik

dengan Fxlembagaan politik dalam proses rekayasa politik, sebagai agenda

pembangunan sosial politik pemerintah.

8Muslih Fuadie, Dinamika Pemikiran IsIan Di Itdonesia, 10
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D. Islam dan politik Era reformasi

Pergantjar kekllasaan di hrdonesja dari era Orde Baru ke era Reformasi

yang ditandai angan runtuhnya Soeharto dari tanpuk kekuaaan yang telah

digenggamnya selama 32 tahun pada 21 Mei 1998 telah menyetnbkan terjadinya

perubahan drastis dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi dan

pemerintahan Perubahan drastis da:am bidang politik Pasca orde Baru antara lain

adalah: hilangnya kekuasaan y&lg represif dan bubarnya sistem Bureaucrat ic

Polity- I»merintahan dipegang oleh segelintir orang- berubah I»merintahan

dipegang oleh perwakilan rakyat secara real. Di samping itu juga lahir dan

maraknya kehidupan demokrasi substansial dan sekaligus surutnya militer dalam

menentukan kehidupan sosial politik secara formal.

Pada saat yang ber%maar, muncul kemba-i semangat berkelompok dan

SQmangat kedaerahan, seperti lahirnya multi partai baik berdasar agama maupun

non-agama, serta lahirnya berbagai macam organisasi kedaera:han yang diikuti

dengan tuntutan referendum, otonomi daerah, dan lain-lain.

Munculzya gugatan-gugatan terhadap sistem pemerintah orde baru pada

bidang politik dan ekonomi menggambarkan kelemahan sistem kebIasaan orde

baru yang menutup peluang bagi warga negaranya untuk turut berpartisipasi

secara aktif dalam mengelola negara Indonesia, terutama proses pengambilan

keputusan.

Suasana kebebasan ini dimanfaatkan beberapa kekuatan Islam untuk

membentuk babagai organisad Kemasyarakatan dan organisasi politik Dan
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muncullah beberapa kelompok Islam \’ang tujuan utamanya adalah menerapkan

syari'at Islam di masyarakat Indores a karena mayoritas adalah umat Islam_9 Dan

proses rekontruksi konstitusi yazg dilakukan MPR benar-benar dimanfaatkan

sebesar-besarnya untuk memperjuangkan aspirasi Islam, yaitu memasukkan 7

kata ke dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 1. Perjuangan ini dinilai r»rjuangan yang

tertunda akibat keputusan Soekano yang membubarkan konstituante lewat dekrit

5 Juli 1959 dengan dukungan penuh dari TNI Angkatan Darat. Usaha ini akhirnya

kandas setelah mendapat penolakan dari dua kekllaMn utama Islam yaitu NU dan

Muhammadiyah

Era reformasi yang penuh keterbukaan dan kebebasan telah menggantikan

suasana I»mberangusan terhadap kebebasan dan segala bentuk perbedaan dengan

kebijakan I»merintah. Era ini tergah melakukan Nnataan kembali sistem I»litik

dan ketatanegaraan yang selam Orde Lama dan Orde Baru merul»kan hal yang

tabu dan disakralkan dan mustahil

Di tengah proses r»nataan kembali seluruh sistem kehidupan berbangsa

dan bernegara ai Indonesia inilah saat yang sangat tepat untuk memperjll,rngkan

nilai-nilai keberaran universal Islam menjadi sebuah landasan tata nilai di segala

asl»k kehidupan tanpa harus menyebut dan menwunakan label keislaman. Hal

ini membutuhkan perjuangan yang gigih dan waktu yang panjang untuk

menjelaskan dan meyakinkan bAwa paradigma ymrg dibangun di atas nilai-nilai

Islam secara obyektif benar-benar sesuai dan cocok sebagai sumber tata nilai

9 Ibid. 135
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kehidupan berbargsa dan bernegara, Untuk itulah d butuhkan para pemikir Islam

yang bisa memformulasjkan perspektif Is]am yang rahmatan /1/ 'alamin.

Sebagaimana yang dikatakan Amien Rais, bahwa saat inilah momentum

yang baik bagi umat Islam untuk tampil di pentas politik nasional dan mewarnai

kebijakan publik. Apabila umat Islam tidak bisa memanfaatkan momentum ini
8

dengan baik, bahkan bersikap menunggu lebih-lebih lagi mengabaikan, maka

sangat bisa dimungkinkan umat is am akan tertinggal dalam proses penentuan

I»ngambilan kebijakan publik. Bahkan bisa lebih para dari itu, umat Islam akan

terpinggirkan kembali sebagaimura yang pernah dialami selama dua dasawarsa,

1960 dan 197ban.

Kondisi politik yang sedazg berpihak pada keterbukaan, maka umat Islam

harus mau dan mampu memanfaatkan pertarungan wacana ini demi mewujudkan

nilai-nilai Islam sebagai sumber jrspirasi tata nilai dan kebijakan publik.
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BAB III

PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID

A. Biografi Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid lahir pada 17 Maret 1939 M. atau bertepatan dengan

26 Muharram 1358 H di Mojcanyar, Jombang. Dan wafat rada tanggal 29

Agustus 2005 di Jakarta.1 Nurcholish Madjid sendiri berasal dari keturunan

keluarga terhorrrat di Indonesia.2 Ayahnya, K.H Abdul Madjid, adalah seorang

kiai jebolan pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, yang didirikan oleh KH

Hasyim Asy'ari. Ia menjadi sarri kesayangan kiai khadsmatik itu- Hubungan

antara guru dan murid tersebut semakin erat dan dekat karena Abdul Madjid

pernah dinikahkan dengan salah seorang anggota keluarga gurunya. Ada yang

menyebutkan, ia dinikahkan cengan Halimah, seorang wanita keponakan

gurunya,3 dan ada yang menyebutkan bahwa pernikahan Abdul Madjid

berlangsung dengan seorang wanita yang menjadi cucu gurunya.4

Sketsa shgkat latar belakang keluarga Nurclolish Madjid cukuplah untuk

menunjukkan bahwa ia terlahir dari subkultur pesantren NU. Dalam pondok

1 Adian Husaini, Nurcholish Madjid Kontrofersi Kematiwl dan Pemikiraru»la (Jakarta: Khairul
Bayan Press, 2005), 13.

2Mark R. Woodward, "Nurcholish Madjid", dalam John L, Esposito, Ensiklopedi Oxford Dllnia
IsIan M(xiern, ter_ Eva Y.M., dkk, 2001, cet. Kel, jilid 4, 186-189

3 Dedy Djamaluddin Malik Dan Idi Subandy Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran
& Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amie» Rais, Nurcholish Madjid. Jalaluddin Rakhmat, 1998,
cet. Ke-1. 123

4 Greg Barton, Gagasan Islam Liberaliran NebMcxienrisme Nurcholish Madjid. Djohan
Efendi, Ahmad Kahit), Dan Abdurrahman Wahid ( 1968-1980), 1999, cet. Ke- 1 , 73

28
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pesantren NU, pada umumnya diajarkan berbagai kitab seperti Hidayah Al

H jbyan, Imrjtj dan Alnah, Fathul Qorib dan berbagai " Kitab Kuning" yang lain.

Pengajaran pada kitab itu pada umumnya diarahka• untuk membentuk semangat

tradisionalisme keberagaman Ahlu Sunnah Wal-Jamaah

Setelah menamatkan sekolah rakyat (pagI) lulus 1953 dan Madrasah

Idtidaiyah (sore) lulus tahun 1953, ia meneruskan kejenjang I»ndidikan non-

formal yaitu ke pondok FsantIen Darul Ulum, Rejoso, Jombang lulus tahun

1954.’ Di pesattren tradisional ini, Nurcholish Madjid yang saat itu berusia 14

tahun hanya betah nyantri selama dua tahun. Menurut Nurcholis Madjid, ada dua

alasan mengapa ia hanya betah dua tahun nyantri di sana PeRan& karena alasan

kesehatan. Dan <edua, karena alaan ideologis atau politik.

Namun, tampaknya alasan politiklah yarg agaknya cukup menarik

melihat sikap Nurcholish Madjid tersebut. Seperti kita tahu, pada 1952 NU keluar

dari Mayumi dan sejak itu NU berubah peran dari jam'iyah keagamaan menjadi

partai politik. Ayah Nurcholish Madjid secara bersamaan aktif di organisasi

tradisional Islam NU dan partai politik di bawah pengaruh modernisme Islam,

Masyumi. Ketika NU berpisah secara politis dengan Masyumi tahun 1952,

ayahnya tetap memilih Masyumi.

Sikap tegas ayah Nurcholish Madjid yang tetap memilih jalur politik

Masyumi dan jalur ibadah di NU, membuat Nurcholish Madjid tidak betah

5 Muslih Fuadie Dinamika Pemikircn Islat.1 Di Indonesia (Surabaya: Pustaka Firdaus, 2005),
27
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berlama-lama berada di Darul Ulum. Kemudian Nucholish Madjid di pindahkan

ke KuIliyatul Mu'all imin IslamiYah (KMI), pondok lxsantren Darus Salam

Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Ia menamatkan pendidikan di pesantren ini pada

tahun 1960. kemudian ia pun mengabdikan dirinya pada pesantren ini selama satu

tahun

Pondok I»santren modern Gontor menurut Nurcholish Madjid telah

memt»ri inspirasi kepadanya mengenai Mode,nisme dan Sektarianisme,

Pluralisme di Gontor cukup terjaga. Para santri boleh ke NU atau

Muhammadiyah. Karena sila una seperti ini, Nurcholish Madjid merasa cocok

dan pas belajar di pesantren modern is itu, karena memiliki kesesuaian dengan

kecenderungannya tersebut. Pondok Gontor merupakan salah satu pesantren yang

berdiri di Jawa Timur yang cukup memberikan nuansa pemikiran reformis,6

Setamat dari Gontor, sang k lainya, Imam Zarkasyi ingin mengIrim

Nurcholish Majid ke Unjversias Al-Azhar, Kairo, Mesir untuk melanjutkan

studinya Tapi hal itu gagal, karena di Mesir terjadi krisis terusan Suez yang

cukup kontroversial. Sehingga akhirnya ia di kirim kiainya ke IAIN Syarif

Hidayatullah, Jakarta.

Ketika menjadi mahasiswa di IAIN Jakarta inilah beliau berkenalan

dengan OrgaJsasi Himpunan Mahasiswa Islam (11MI) dari sana ia

mengWncangkan pemikiran Islam di tanah air dari situ pula gebrakan I»mikiran

6 Siti Nadroh, Wacana Keagc &Politik NurcPx>lish Madjid ( Jakarta: Rajawali Pers) 1999),
cet. Kel. 22
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Islam memancar dan bersinar-sinar di langit intelektual Indonesia. Ciputat

tampaknya telah mempengaruhi wacana hubungan Islam dan politik di Indonesia

dan Nurcholis Madjid beserta kawan-kawannya dengan cara yang mungkin tidak

sama dengan generasi Islam I»ndahulunya telah menempati posisi yang unik

dengan ide-ide pembahanran yang kontroversial di tahun 1970-an.

Nurcholbh Madjid berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN

Jakarta pada tahun 1968, sebagai sarjana terbaik. Ia menulis skripsinya berjudul

"Al-Qwan 'HraDtyyun Lughatan Wa’alamtyyun Ma'nan" (Al Quran secara bahasa

adalah bahasa Arab, secara makna adalah Universal).7

Pada tahun 1968, ia djt»ri kesempatan pergi ke Amerika Serikat guna

memenuhi undangan program "Profesional Muda Dan Tokoh Masyarakat" dari

Kedubes Amerika Serikat tersebut Hal ini dilakukan Amerika Serikat karena7

Amerika Serikat selama ini melihat Nurcholish Madjid sangat membenci dan

memusuhi BarU

Sekitar tahun 1966 hingga 1968, pemikiran Nurcholish Madjid cenderung

mencuri@i bahkan menentang barat Gagasan dan Westernisasi yang banyak di

Nrkenalkan oleh kaum intelektual "sekuler" pada awal Orde Baru diberi respon

agak negatif oleh Nurcholish Madjid

Dan sejak Maret 1978 beliau mendapat tugas belajar di Universitas

Chicago dan menyelesaikan desertasi kedoktorannya dalam kalun dan filsafat dan

' Idris Tbaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid & M. Amien Rais.
(Jakarta: Teraju, 2005)_ 74

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



32

lulus tahun 1984.8 Karya tulis Nurcholish Madjid yang telah diterbitkan antara

lain: Khasanah Intelektual IsIan, Tahun 1986, Islam Keindonesjaan Dan

Kemoderenan, Tahun 1987. Islan Doktrin dan Peradaban. Tahun 1992, Islam,

Kerakyatan dan Keindonesiaan Tahun 1993, Pintu-Pintu Menuju Tuhan Tahun

1994, Islam Ag©na Kemanusiaan_ Tahun 1995, IsI&m Agama Peradaban. Tahun.

1995, Kaki Langit Peradaban Islam. Tahun 1997, Tradisi Islam Tahun 1997,

masyarakat religius. Tahun 1997, Tidak Ada Negara Islam. Tahun 1997, Cita-Cita

Politik Islam Era Reformasi. Tahun 1999, Atas Nama Pengalaman Dan

Berbangsa Di Masa Transisi: Kumpulan Dialog IIma Di Paramadina. Tahun

2002, Bilik-Bill Pesantren: Sebuah Perjalanan Tahun 1997, Membangun

Oposisi, Menjaga Momenhrm Demokratisasi. Tahu 2000, Indonesia Kita. Tahun

2003, Dialog Keterbukaan: Anihrlasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik

Kontemporer. Tahun 1998, Dan masih banyak lagi karya-karyanya yang tidak dan

belum diterbitkan

Melihat sosok Nunholish Madjid, maka kita harus melihat proses

I»mbentakan daya intelekhlalnya Proses itu secara menentukan berawal dari

pemisahan NU dari Masyumi. tHar belakang orang tua Nurholish Madjid yang

prnMas)'umi, sedikjt banyak meml»ngmuhi pada Nurcholish Madjid.

% Muslih Fuadie, Dinamika Pernik#al Islam Di Indonesia. 21
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Paradigma Politik Nurcholish Madjid

Paradj©na politik pada kajian ini adalah, menjelaskan kerangka berfikir

(konstruksi) lx)htik seperti apa yang dibangun oleh Nurcholish Madjid dalam

pergulatan realitas politik di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat diketahui

landasan berfikir (paradigma) dalam pemikiran-pemikiran lx)titik Yang telah

diur#apkanny& Dan tentunya semua itu tidak terlepas dari pengaruh sosi(>

kultur dan sosi3-politik yang mengitari kehidupan Nurcholish Madjid. Sebab,

sebuah pemikiran tidak pernah lahir dari ruang "hamln" atau "kosong", ia muncul

ke permukaan sebagai refleksi dari setting sosinpolitik dan sosiokultur yang

9
melingkupi.

Begitu jiga paradigma I»litik Nurchoiish Madjid tidak lepas bedtu saja

dari pengaruh lingkungan (tradisi) tempat beliau berdialektika yaitu lingkungan

Nahdliyin (NU) dan pesantren. Nurcholish Macjid, sebagai seorang pemikir

merupakan sebuah produk sejarah, sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran

seseorang dan bahkan kebijakan yang dihasilkan merupakan produk yang lahir

dari otoritas poHtik pada masanya.10

Pemikiran Nurcholish Madjid tidak lepas dipengaruhi oleh pertarungan

besar pemikiran politik Islam di dunia Islam, Dalam kaitan ini Azyumardi Azra

memetakan ada tiga arus besar lxmikjran polaR Islam yang meml»ngaruhi

9Maubddin, -Sketsa Hermenuetika-, Jurnal Gerbang, No. 14. Vol. V. 2(X)3, 7
IODari sini muncul apa yang disebut sejarah pemikiran atau intelektual. Istilah pemikiran

merupakan sesuatu yaag ambigu dan dapat diterapkan kepada siapa saja yang memilih spesialisasi
tertentu. Ia dapat diterapkan kepada seorang filoshoper, thiker, dan sebagainy& lihat, Luthfi
Assal,khanie, ”Tipolog dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer-, PuamcxlinqV o\. 1.NO. 1 Juli-
Desember. 1998. 58

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



34

pemikiran dan aktivitas politik Islam di Indonesia- Pertama, pandangan Wlitik

fc)rmalistikl kedu& pandangan politik sekularislik, dan ketiga, pandangan lx)lit jk

subtansialist ik. Dari ketiga pandarBan tersebut sepertinya, Ia menganjurkan

politik Islam semestinya memakai pola subtansialistik, artinya memunculkan

Islam dari sisi substansinya bukan ajaran formalnya. 11

Adapun pandangan "fonndistik", yaitu pandangan yang memiliki

kecenderunga,1 untuk memahani Islam dari dimensi "literal" atau "teks" dan

hanya menekankan dimensi lllarnya (eksterior) dan mengabaikan dimensi

"kontekstual" (interior) dari prinsipprinsip Iskm. Semenrra, pandangan

''sekularistik" yaitu, pandargan yang menolak kaitan antara islam dan politik

kecuali hanya bersifat cultural artinya agama (Islam) harus steril dari kepentingan

politik Dan pandangan "subtantisialistik" yaitu pandangan politik yang lebih

memperhatikan isi (substance) atau nilai-nilai dari pada bentuk formal.12

Ketiga pandangan politik tersebutlah yang sebagian besar dijadikan

landasan berfikir dan berbuat oleh para pemikir dan aktivis politik Islam di

Indonesia. Demikian juga I»mikjran politik Nurcholish Madjid' pun tidak terlepas

dipengaruhi oleh ketiga pandangan politik tersebut dalam memandang atau

menyikapi kaitan sosial-politik di Indonesia.

11 Tiga pemetaan tersebut, hasil dari penelitiannya yang berjudul "Penelitian IAIN Syarif
Hidayatullah: 70 % Pimpinan Partai Islam Tolak Presiden Wanita", dalam, At)uddin Nata (ed),
Problematika Poltik IsIan Di Indonesia, &l Sementara Gus Dur menggunakan istilah lain, yaitu
integratif, fakultatif dan konfrontatif, dalam, Abdurrahman Wahid "Membangun hubungan Islam dan
Negara", Kompas (5 November1998)

12 Bachtiar E Hendi, Islam &m Negarq Tratsforlnasi Pemikiran &m Praktik Politik Islam di
Indonesia, 9
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Dari ketiga pandangan politik tersebut, sepertinya pemikiran politik

Nurcho lish Macjid lebih cenderung ke arah pandangan politik subtansial ist ik. Hal

itu dapat diliha' dari pendapatnya bahwa “keterkaitan Islam dan politik bukan

berarti kemudiar menjadikan politik beserta produk-produknya harus berlabel

atau bersimbol formal Islam”

Dari ungkapan tersebut, dapat dipahami bahwa Nurcholish Madjid sangat

tidak sepakat dengan hanya mementingkan “simbolisasi” politik terhadap Syariat

Islam untuk dit=rapkan di masyarakat tanpa melihat fakta sejarah dan realitas

sosial yang terjadi. Tetapi, yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai ajaran

Islam mampu meml»ngaruhi dan dijadikan landasan prilaku politik masyarakat.

Di samping itu r»mikiran politiknya lebih memilih jalan tengah untuk

melakukan kong>romi atau akomodatif terhadap konflik politik. Tradisi atau sikap

Wlitik yang memilih jalan tengah yang diambil oleh Nurchoish Madjid lebih

didasarkan pada pdnsippdnsip r»litik yang menganjurkan minimalisasi konflik

dan menganjuIkan keluwesan dan pengutamaar kemaslahatan rakyat serta

menghindari hal:hal yang ekstrim. 13

Pemilihan sikap politik tersebut menunjukkan bahwa prinsip atau sikap

mI itik Numb(dish Madjid mengarah pada pragmatisme politik ketimbang

idealisme Wlitik. Maksud dari pragmatisme politik adalah dalam banyak situasi

lebih menekankan I»rlunya bersikap hati-hati dan lebih memilih kompromi dari

13 Prinsip Wbtik tersebut sering digunakan oleh kelompok Sunni dalam menyikapi pelsoalan
sosial-Whtik yang terjadi di masyarakat. Sementara itu di Jarn’iyah NU tempat Kiai Sahal beraktivitas
termasuk ke dalam kelunpok Sunni, lebih lanjut lihat, Badrun Alaen& NU IG{risisme. 79.
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pada bersikap oposisi_ Serta lebih realistis dengan menempatkan kekuasaan

sebagai penentu utama dalam memilih strategi politik, maksudnya sebelum

mengambil keputusan politik harus lebih dahulu memperhitun#an kekuatan

politik ummat dengan kekuatan r»nglla%, sebab apabila melawan kekuatan

politik yang txur dan kuat sementara kekuatan politik ummat kecil maka akan

memperbesar kerugian ummat Serta mendorong lebih kuat untuk menggunakan

pendekatan ptqjsipatoris terhadap pemerintah, maksudnya apabila ingin

mencapai tujuan politik yang mensejahterakan rakyat maka harus ikut memiliki

andil kekuasaan dalam pemerintah_

Pemikiran politik Nurcholish Madjid yang cenderung djI»ngaruhi oleh

pandangan subslantif, gagasan politik yang dibangun oleh Nurcholish Madjid

adalah pandangan yang lebih menekankan "jalan tengah" dan mendahulukan

kemaslahatan und. Dan sel»rtinya gagasan politik tersebut ingin "mengawinkan"

dua titik ekstrim pemikiran antara teks dan akal, rasionaIisme dan spiritualisme,

formalistik dan sekularistik, sehingga, gagasan politik itu Nurcholish Madjid lebih

tepat dimasukkan ke dalam pemikir 'Neo-Modernis" yang sebangun dengan

pemikiran Fazltrrahman.

Perkawinan tersebut diusahakan dalam rangka mencari jalan tengah untuk

menyelesaikan persoalan sosial-l»litik di masyarakat, sehingga upaya tersebut

menurut Nurcholish Madjid dibutuhkan sebuah prinsip untuk semua . Prinsip ini

merupakan prizsip yang lebih mendahulukan kebijakan sosial-politik untuk
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kepentingan atai kesejahteraan masyarakat secara umum dari pada keWntingan

diri sendiri atau kelomFX)knya.

Di sam dng itu9 secara umum diketahui bahwa Islam di Indonesia lebih

banyak mengikuti tradisi atau paham Sunni dari pada Syiah. Begitu juga NU,

yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia atau bahkan di

dunia Muslim, juga tidak terlepas dipengaruhi oleh tradisi kelompok atau aliran

keagamaan ,4hlu a.,-stmnah wa al-jama 'ah (Aswaja) atau IX)pula disebut

kelompok Sunni. Sebagaimana ditegaskan oleh KH Achmad Siddiq bahwa,

"Jam'iyah NU didirikan sebagai organisasi keagamaan yang beraliran Sunni" .14

Ungkapan itu juga diperkuat oleh KH. Bisri Musthofa:

Bahwa sejak awal NU menegaskan bahwa ia merupakan penganut ALlu
as-sunnah wa al-jama ’ah yaitu, sebuah paham keagamaan yang bersumber pada
al-Qur ’an. al-hadits, al-Uma’ dan al-qiyas serta berpegang teguh kepada tradisi
sebagai berikut, pertama, di bidang fiqih menganut salah satu ajaran empat
madzab (Maliki, Hanafi, Syafi’i, Hambali), namun para Kiai NU pada prakteknya
lebih memilih mazhab Syafi’i, kedua, bidang tauhid berpegang pada ajaran Imam
al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturuddi, ketiga, bidang Tasawuf
berpegang pada ajaran Imam Abu Qasim al-Junaidi.15 Sehingga seolah-olah
paham ahlussunnah wal jamaah yang di Indonesia hanya menjadi identitas NU.

Dari akar Sunni ahlussunnah wa/ jamaah ini kemudian dikembangkan

konsepkonsep siyasah (politik) dalam semar.gat pemikiran teologis yang

moderat, pemikiran fiqih yang bersumber dari madzab empat, serta corak tasawuf

al-Junaidi dan al-Gha7ali. Kencenderungan Sunnisme untuk mengambil posisi

jalan tengah dalam menyikapi konflik-konflik politik, sosial maupun

14 Badrun Alaena, NU Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja. 19
15 Zamakhsmi Dhofier, Tradisi Peswltren. 149
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keagamaan.16 Pandangan ini kemudian menjadi patokan berfikir dan berpdlaku

pada pendkut periode selanjutnya, sehingga dari konsep pemikiran inilah antara

lain NU akhjrrya melibatkan diri dan dilibatkan dalam F»rgumulan Wl itik

praktis,

Pandangan kedua tokoh NU (Kiai Siddiq dan Kiai Bisri) di atas,

menjadikan penguat terhadap anggapan, bahwa landasan dalam bersikap dan

berprilaku warga Nahdliyin (NU) dalam menyikapi semua F»rsoalan sosial

keagamaan bahkan politik praktis, konstruksi yang dikembangkan adalah

menggunakan landasan tradisi atau paham Sunni.

Salah satu sebab munculnya tradisi Sunnisme (ahlussunnah wal jamaah)

adalah dari aMnya upaya akamodatif yang dilakukan untuk menyelesaikan

konflik akibat 3erang saudara yang terjadi pada awal sejarah Islam_ 17 Konflik

politik tersebut juga berimbas pada perbedaan pandangan terhadap persoalan

kalam (leo/ogi)-dan fiqih yang kemudian memunculkan berbagai kelompok aliran

keagamaan. 18

Konflik tersebut sebagian besar lebih disebabkan oleh masih kuatnya

sikap kesukllan (chaufrnisme) kaum Islam ketika masa kekhalifahan Utsman bin

Affan dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Konflik tersebut kemudian dapat

diselesaikan dalgan ditegakkannya supremasi kekuasaan Mu’a\dyah yang kuat_

Kekuasaan yang kuat dan efektif sedikit banyak telah berhasil meredam konflik.

16 Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik NU, 31
17 Ali HaIdar. NU cam Islam DI Indvlnsia_ 316

18 HanIn Nanrtj3n, Teologi Islam: AhrwbAlirwl Sejarah dan Arnlisa Pertxlndingw1, 6-1
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Namun, demikian harus tersedia konsensi yang diperlukan untuk mewadah1

kepentingan po itik yang beragam melalui proses rekonsiliasi NI itik Yang

kemudian itl disebut "Tahun Persatuan" ('am al-jama ’ah> yang akhirnya

berkembang menjadi ahlussunnah wal jam’ah.v3

Di samping itu, jika ditelusuri akar teologisnya, ahlussunnah wal jamaah

ini pada hakikatnya merupakan aliran tengah dari dua kutub besar aqidah

Jabariyyah yang fatalistik dengan aqidah Qadariyayah yang meletakkan manusia

sebagai subyek yang berkllasa 1»nuh atas 1»rjalanan hidupnya-20

Kelompok Sunni atau ahlussunnah wat jam'ah (Aswaja) secara embrio

berual dari @brmgar antara kelompok Ahlu as-Srmnah dan al-Jama ’ah.

Kelompok ini dalam aspek sosial-keagamaan ataupun politik senantiasa

mencirikan watak yang fleksibel dan akomodatif Dan memiliki karakter yang

cenderung mengutamakan stabilitas dan harmoni masyarakat, ketimbang

perjuangan dalam bentuk idealisme keagamaan ataupun FX)litik-21 Imbas dari

pemahaman itu adalah bahwa perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan

apabila dibayar mahal seperti terjadinya kekacauan atau anarkisme di nnsyarakat

maka perjuangan itu lebih baik ditunda. Sehingga, sering kita dapati sikap ini

sepertinya tidak mau mengambil resiko perjuangan.

19Konsensus yaag diberikan penguasa Mu’a\ayah bagi pemecahan konEk itu antara lain
pengakuan terhadap empat Khalifah pertama, lihat Nurchohs Madjid, “Aktualisasi Ajaran
Ahlussunnah WaJjama’ah”, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im Saleh (ed), Islam Indonesia
Menatap Masa Depan, 61 -79

20 Sahal Mahfud. Pesantren Mencari Makna. 53

21 Alam, NU, Kritisisme, 4849
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Konteks tersebut dianggap oleh Ali Haidar bahwa tradisi sunnisme dengan

demikian merupakan fenomena sejarah politik yang mengardung semangat

inklusi$sme yang bersedia membuka proses dialog, toleransi dan rekonsiliasi dan

mengakui semua kelompok yang t»rsengketa sebagai umat yang satu-22

Berangkat dari akar sunnisme yang berakar pada semangat akomodatif

untuk mempersatukan. Maka dapat dipahami bahwa, paradigma politik SUnnI

adalah ''paradigtna politik )ang melandaskan pada nilai semangat akomodatjf

dalam membangun persatuan dan toleransi dengan mengembangkan sikap luwes

(fleksibel) bagi kemungkinan terwujudnya kelembagaan po itik yang daWt

mewadahi sebagian besar kepentingan masyarakat”_

Pemikiran politik Sunni tidak dapat dilepaskan atau dijauhkan dari "dunia

fiqih" terutama "kaidah fiqih". Dalam kajian ilmu fiqih terdapat tiga pilar, yaitu

Ushul al-fiqih, Qawaid al-fiqih dan al-fiqih. Ushul al-fIqih, adalah doktrin tentang

prinsiFprinsip hukum Islam yaitu, al-Qur'an, al-hadits, al-ijma', dan al«liyas.23

Fiqih, adalah produk dalam hukum islam yang di dasarkan pada bukti-bukti yang

mengarah pada pembentukan standar dalam hukum. Qawaid al-fIqih, adalah

mencakup peraturan dan norma-norma yurisprudensi.24 Ketiga kajian fiqih

tersebutlah yang sering dijadikan rujukan metodologi dalam merespon atau

22Haidar. NU darI Islam, 316

23Prinsip al{)tyas ditelurkan oleh Imam as-Syafi'i dan masih jadi perdebatan, terutama Imam
Malik, beliau lebih menggunakan prinsip maslahah al-rmrrsalah dalam memutuskan hukum apabila
persoalan itu ddak ada dalil dalam rush al+Wan dan al-hadits daripada menwmakan olxliBIS, lihat,
Hasbi a&Shiddieqy, Pengantar IIIIn Fiqih. 117 &120.

3+Untuk lebih jelas melihat konsepg Ec111 sebagai actlan dalam berpolitik bagi kalangan NU,
lihat, Haidar, NUdan Islam, 8-10,
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menyikapi persoalan sosial-politik, sehingga menjadikan corak politik SUnnI

saI\ga\flqihisme,

Semisal, karakteristik pemikiran politik yang berprinsip “keluwesan”.

Maksudnya adalah aspek-asl»k yang bersifat menentukan sengaja dibiarkan tetap

kabur agar lebih mudah disesuaikan dengan kondisi sosial-politik yang baru. 2)

Prinsip “keluwesan” dalam berpolitik ini sebenarnya tidak terlepas dari kaidah

fiqih yang dijadikan rujukan oleh kelompok Sunni (NU), untuk menyikapi sebuah

I»rubahan sosiai-politik di masyarakat.

Kaidah 6qih itu adalah :

cLa VI 121;b 1+N\ ) &Lat fuJI fs abi LAS

Artinya:
Mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dan menggali dan
meneriwu nilai baru yang lebih baik%

Politik Sunni memang bukan suatu “cetak biru” (blue print) untuk masa

depan, melainkan lebih merupakan menurut istilah Hamilton Gibb yang dikutip

oleh Greg Fealy adalah “l»mbenaran post eventum atas preseden dalam sejarah

dan hal itu merupakan unsur inti yang disebutnya sebagai “kejeniusan”

beradaptasi muyarakat Sunni. Prinsip realisme inilah yang sangat kuat mendasari

kelunakan teori politik Sunni,27

2sAb Maschan Moesa, Agama dan Demokrasi . 17- 18

2: Atxtul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih.
21 Featy, Ijtihad Politik Ulama, 66.
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Para ahli hukum dikalangan Sunni beranggapan, apabila berhadapan

dengan kekuatan politik yang kuat dan berpeluang memusuhi, mereka

memandang bahwa kegigihan untuk bertahan bukan sekedar sesaat bila nasib

umat dipenaruMan, melainkan juga sia-sia Dengan demikian sikap politik Sunni

memilih “diam’ dari pada konflik adapun sikap ini lebih didasarkan dari sebuah

realitas politik atau pragmatisme politik1

Sikap tersebut dilandaskan pada kaidah fiqih:

tJL} ikAt PD ( 13 bh'J aha aL=tSb (LU! # 3' J 91 bLAbJ»

Artinya:
"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada, menciptakan kebaikan
dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kebaikan maka harm
didahulukal- menolak kerusakart29

Karakteristik tersebut, kemudian menjadi bagian warisan yang terus

dipertahankan oleh tokoh-tokoh (termasuk Nurcholish Madjid) dan organisasi-

organisasi yaH beraliran Sunni diberbagai belahan dunia Islam dalam

menjelaskan dan memberikan pembenaran atas prilaku politiknya Di mana

mereka tidak hanya mengambil doktHn«ioktrjn klasik tetapi juga contoh<ontoh

historis mengetai sikap memilih diam, berdamai, realistis dan sikap akomodatif

dalam persoalaa politik.

28 Ibid, h 66
2’Mudjib, Kai,tM-Kaidah Fiqih, h.39
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Dengan politik sunni ini Nurcholish Madjid berusaha untuk membawa

bangsa Indonega ke perpoljtikan yang lebih dinamis yang bersifat terbuka dan

demokratis

C+ Beberapa Pemikiran Politik Nunholish Madjid

Dengan paradigma politik di atas, Nurcholish Madjid melakukan

pengkajian dan penganalisasian terhadap persoalan-persoalan sosial politik di

Indonesia. Da.am kajian ini akan dipaparkan beberapa pemikiran politik

Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan persoalan sosial politik

Adapun pemikiran politik Nurcholish Madjid antara lain adalah:

1. Hubungan Agama Dan Negara

Secara umum, ada tiga macam arus umum wacana (ciscourses)

tentang hubungan agama (bacu Islam) dan negara di Indonesia, yakni (1 )

pemikiran yang menghendaki keterpisahan agama dari sistem negara; (2)

wacana yaag melihat hubun pn komplementer agama dan ne@12; (3) dan

wacana yang bercorak integralisdk,30

Pola I»misahan Dilihat dari segi legitimasi kekllasaan, bahwa

kebIasaan yang diabsahkan secara agama tidak sesuai lagi dengan etika

Wlitik suatu negara modern Karena, kelemahan utama ]egitimasi jenis ini

3(>Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish
Madjid (Jakarta: Rda Gra6ndo Persada 20(A), 77.
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terletak pada inti paham tentang kekuasaan agama, yakni bahwa hakikat

kekllasaan txrasal dari alam gaib atau illahi_31

Paham ini tidak menuntut legitimasi etis, yang mempersoalkan apakah

kebIasaan itu "dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas), atau

disahkan seeara demokratis (legitimasi demokrasi), dan legitimasi moral".32

Bekerjanya legitimasi ini adalah: (a) adanya bukti bahwa ia mampu berkuasa;

(b) kemamFnan "empids" itu membuahkan hasil, yakni tata tentrem karta

raharja (tatanan yang damai dan makmur); dan (c) sikap sepi ing pamrih.

t»rkrlasa tanpa paksaan dan mental budi luhur sebagai prasyarat berhubungan

dengan alam gaib.

Pola pemisahan agama dengan negara ini, menolak eksistensi "negara

agama", ju@ kaitan hukum kmgamaan "negara tidak mungkin dikuasai oleh

agama pada umumnya, melainkan oleh salah satu saja, hal mana dengan

sendirinya berarti bahwa agama-agama lain dikucilkan dan pengaruh atas

r»nyelenggaraan negara itu. Kemudian, legitimasi etis atas kekuasaannya

cenderung menggunakan bahasa kekrlasaan:

"Suatu implikasi lain paham adalah penolakan terhadap tuntutan bahwa
negara hans mempertanggungjawabkan pemakaian kekuasaannya secara
rasional dan etis. Dalam negara agama, para penganut satu agama
meml»rgunakan fakta bahwa mereka dapat menguasai negara untuk
memenanglan pandangan mereka sendiri. Dengan demikian, melainkan
secara keklllsaan murni: mereka menentukan karena lebih kaat"_33

31Frans Magnis-Susino, Etika Politik PrinsiF»Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern
(Jakarta: Gramedia, 1988), 76.

32 Ibid, 39,
33 Ibid, 395,
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Dalam bahasa Wolter Bonang Sidjabat, ditolaknya hubungan agama

dan negara didasarkan atas fakta bahwa: (1) pandangan dunja Islam berbeda

dengan pandangan dunia Pancasila; (2) konsep ketuhanan pada Pancasila

berwatak netral sedangkan pada Islam, eksklusif,w

Wacana kedua adalah komplementaritas agama-negara. Konsepsi

nasionalisme Islam Soekarno, mungkin contoh terbaik di Indonesia Dengan

pendekatan sejarah, Soekarno yang menghendaki pemisahan agama Islam dari

negara, dengan melihat argumen (1) penyatuan itu bertentangan dengan

demokrasi; '2) hal itu dimungkinkan oleh watak Islam yang lentur; dan (3)

tidak ada konsensus ahli tentang bersatunya agama dan plitik

Konsepsi Soekarno tentang agama adalah bahwa agama merupakan

agama pribadi. Meski dengan penuh semangat Soekarno mengedepankan

pemisahan Islam dari negara, namun kerasnya pandangan Soekarno itu tidak

bersifat mendasar, tapi hanya akibat adu argumen dengan golongan Islam.

yang sebenarnya, adalah pandangan lunak, yakni hubungan komplementer

Islam dan negara

Corak yang ketiga yaitu hubungan agama dan negara yang bersifat

integratif. Ada tiga variasi dalam corak ini: (a) integrasi total dan ideologjs,

(b) integrasi dalam konsepsi "negara Pancasila adalah negara Islami", dan (c)

integrasi nur-ideologis dan non-formal, yang mirip dengan komplementaritas

’'nasionalisne Islam"

34 Nurchohsh Madji4 Islam Doktrin & Perrvhban (Jakarta: Wakaf Paramadina, 1992), 91
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Dalam persoalan hubungan agama dan negara, NLrcholish Madjid

mem kri tanggapan atas hasil kajian Wolter Bonang Sjdjabat yang

menyimpuIbn hubungan Islam dengan negara terjadi ketidakcocokan. Dalam

masalah ini Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa: Pertama, adalah

kurang tepa: kalau orang mengatakan bahwa dalam Islam ada teori tentang

hubungan agama dalam arti hierarki kependetaan khusus dengan negara. Ahli

agama, kata Nurcholish Madjid, memilik wewenang keilmuaan. Fungsi sosial

agamanya b Jkan sepadan dengan apa yang ada dalam konsep pendeta dalam

agama eklegastik.

Kedu, watak hubungan antara Islam dengan negara bert»da dengan

watak yang ada dalam Klisten zaman modern. Wewenang pala 1»ngganti nabi

Muhammad Saw (dalam F»litik) tidak bersifat mutlak. Disamping itu, sistem

politik yang berkembang seperti yang dikaji oleh Robert N. Bellah memiliki

sifat terbuka, egaliter, dan partisipatif 3). Dengan argumen diatas Nurcholish

Madjid Ine•gatakan bahwa kualitas hubungan agama dengan negara pada

Islam t»rsifat longgar. Dengan kata lain, sungguh pun diakuinya bahwa

beberaln kasus Fngllasa seperti Umar bin Klrotob dan Usman 3in Affan

tercatat mewariskan produk (politik agama) hingga sekarang.

35 NurclK>hdl Midjid, Islam: Doktrin Dar, PerMlx„1, Sebuah Tela„},k,itis Tentu,g Ma,ak,h
Keimarxm, Kemanusicnn. Dan Kemodenun ( Jakarta : Paramadina, September 2000), ciii.

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



47

Kaka argumen lain yang dikedepankan Nurcholish Madjid adalah

segi aksiologjs atau doktrin agam& dalam hal ini yang mengutik Hyman dan

Walsh, Nurcholish Madjid mencatat :

" ,_, ..dan agama Kristen sebagai kurang cocok dengan falsafah daripada Islam
dan Yunani, nmtut kesejarahan hubungan antara gerakan-gerakan itu adalah
sangat menarik. Falasafah memperoleh tempatnya berpijak dikalangan kaum
Kristen melalui neoplatonisme memperoleh tempat beQijaknya diantara kaum
muslim dan Yahudi".

Hubungan agama dan negara dalam Kristen tidak sama pada Islam.

dan ketidak%maan itu bukan sekedar perbedaan derajat atau teknis,

melainkan I»rbedaan paradigmatik. Jadi, bersifat prinsip. Fakta bahwa

Indonesia bukan negara agama, bukan puia negara sekular. Baginya, ini

adalah hal yang bisa di benarkan dari sudut pandang Islam. ketidak terpisahan

itu, agaknya dalam konteks kultur I»litiknya.

Selanjutnya, dalam kesimpulan yang dibuat tentang prinsip pandangan

bahwa dalam Islam ada urusan dunia (umur al-dunya) dan urusan agama

(umur a/Jb2) yang berbeda Meskipun begitu dua hal itu tak terpisahkan.

Dalam hal ini, upaya menciptakan yang baru pada urusan agama tidak boleh,

sebaliknya, menciptakan yang baru pada urusan dunia adalah baik dan

dihargai.

Dernikjan pandangan Nurcholish Madjid tentang masalah hubungan

Islam dan tegara, maka hasilnya sebagai berikut: (1)_ Ciri dasar Islam adalah

tidak adanYa kewenangan politik yang inheren pada ahli agama. Itulah

sebabnya cHam sejarah kekuasaan dalam tradisi muslim, tidak terjadi atau
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tidak ada gagasan atau konsep tentang teokrasi, atau wewenang hierarkis

tokoh agama paling jauh wewenangnya adalah keilmllan, termasuk otoritas

keilmuan untuk merumuskan atau tidak merumuskan negara Islam36. (2)

sekularisme total antara agama dan negara tidak pernah secara intrinsik ada

pada Islam. Jadi, dipertahankan keunIan yang longgar antara agama dan

negara. (3) tidak ada dasar bagi kekhawatiran sebagian orang Indonesia jika

terjadi hubungan Islam dan negara.

2. Islam dan Demokrasi

Dalan kajian pemikiran politik Islam, persoalan Islam dan demokrasi

masih menjadi perdebatan panjang yang hingga kini belum menemukan titik

temu dan _auh dari selesai. Menurut Idris Thaha. Dalam kajian-kajian

hubungan Ham dan demokrasi terdalnt tiga corak hubungan Islam dan

demokrasi yaitu: sjmbjosis-mutualisme, antagonistik, dan reaktif-kritis.

Hubungan simbjosis-mutualisme adalah hubungan Islam dan

demokrasi yang tidak dipisahkan sama sekali. Dalam hubungan ini Islam

dianggap doktrin "Islam asli", yakni Islam sebagai teks Al Quran atau lebih

umum sebagai tradisi yang otoritatif.37 Islam bukanlah agama sebagaimana

yang djardlan oleh kalangan barat. Islam dipandang sebagai insaumen ilahjah

untuk m:mahami dunia. Kehadiran Islam selalu memberikan pandangan

moral yarg benar bagi tindakan manusia Islam sebuah totalitas sempurna

36 Nurcholis Madjid, Islam Kem(xler11a 11 dan Keildol}esiaan (Bandung: Wal 1999), 89
’' Robert A bhI, Demokrasi Dan Para P,ngkririknya. teri. A. Rdznnr Zdnuddn (Jakarta

Yayasan Obor Indones& 1992), x.
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yang menawarkan ajaran-ajaran yang dapat memecahkan semua masalah

kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat_

Bersifat antagonistik, Dalam model ini menganggap canggung

hubungan Islam dan demokrasi, bahkan mengatakan bahwa islam

bertentang21 dengan demokrasi, Islam dan demokrasi tidak ada hubungan

sama sekal, Dalam Islam tidak ada konsep demokrasi karena demokrasi

berasal dari barat yang dianggap bersifat sekuler. Islam bertentangan dengan

demokrasi yang datang dari negara-negara barat, Islam tidak mengenal

demokrasi ala Barat. Islam mempunyai cara sendiri soal dalam pengambilan

keputusan,

Dan ketiga adalah bersifat reaktif- kritis, yaitu adanya hubungan Islam

dan demokIasi, sekaligus memberi catatan4atatan pentIng secara kritis.

Dalam mcxiel ini sepenuhnya tidak menerima dan tidak menolak adanya

hubungan :slam dan demokrasi. Hubungan semacam ini ditandai dengan

proses saling meml»lajad dan saling memahami posisi masing-masing yang

bersifat lentur dan fleksibel. Islam dan demokrasi adalah sesuatu yang

incompat itnI . Yaitu antara Islam dan demokrasi mempunyai kesamaan dan

per&daan:8

Ketyataan menunjukkan bahwa demokrasi selalu menjadi perhatian

kemanusiaan sejagad. Ia adalah pilar peradaban, tidak ada satu kelompok atau

38 Idris Ulah& Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Dan M. Amien Raisl
10
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bangsa pun yang menolak sejauh demokrasi diartikan sebagai usaha

mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh. Termasuk di Indonesia gagasan

demokrasi cbn demokratisasi terus menggulir seiring dinamika politik.

Mencari kaitan antara demokrasi dan agama (baca: Islam) agaknya

tidak selalu mudah. Sejumlah ideologi pernah mengemukakan kritik pada

agama, den'an menyatakan bahwa agama sebenarnya tak lebih dari keluh

kesal masyarakat yang tertindas atau ekspresi penderitaan sosial. Karena

agama hanya semacam sentimen suatu dunia yang tak berperikemanusiaan

dan ia mampu sekadar memberi penenang sementara sehingga tidak berhasil

memtx)ngka faktor-faktor yang menimbulkan penderitaan. Maka sisi I»sitjf

dari agama adalah kemampuannya memberikan ketenangan dan daya tahan

sementara dalam menghadapi kenyataan sosial yang getir dengan harapan

anUnya aku dapat konpensasi di hari kemudian (surga) di mana kesengsaraan

akan lenyap selama-lamanya

Di dalam masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa

sebagian dari ulama dan para I»ngllasa politik berpandangan bahwa Islam

tidak ada tempat bagi paham demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti

kekuasaan &rada dalam genggaman rakyat. Sedangkan doktrin Islam

mengatakan bahwa hanyalah Tuhan yang memiliki kekuasaan. Lebih dari itu

sebadan Nama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama yang serba

komplit, yang mengatur seluruh asFxk kehidupan ini, maka tak ada aturan

hidup kecuali yang telah didekdtkan Allah Al Quran dan sarInah Rasul. Oleh
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karena itu, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan

bersurnber dari mayoritas rakyat tidak bisa dit»rlakukan. Justru sejarah

menunjukkan bahwa para Rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas

yang melawan arus suara mayoritas.

Bagi kalangan nec»modernis Islam, demokrasi dan agama

sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan

politik yang paling layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral

dalam pengaplikasian demokrasi.

Nurcholish Madjid mengatakan, kita memiliki demokrasi sebagai

ideologi, tidak hanya pertimbangan-pertimbangan pdnsipjl yaitu k&-ena nilai-

nilai demokrasI itu dibenarkan dan didukung semangat ajaran Islam, tetapi

karena juga fungsinya sebagai aturan permainan politik yang terbuka

Demokrasi adalah suatu konsep yang hampir-hampir mustanil untuk

dita'dfkan. Cukuplah dikatakan bahwa demokrasi adalah suatu sinonjm

dengan apa yang disebut potyarcy. Demokrasi dalam F»ngatia ini bukanlah

sistem penBrintahan yang mencakup keseluruhan cita4ita demokrasi, tetapi

yang mendekatinya sampai batas-batas yang pantas.

Peraikjran Nurcholish Madjid mengenai se]uk-beluk demokrasi

banyak berlandaskan teks Al Quran tentang kebebasan dar tanggung jawab

individual (QS. 6: 94), tentang kebebasan eksperimen (QS. 18: 29), tentang

kebebasan beragama (QS. 10: 99), tentang keadilan (QS. 5: 58, 4: 135), dan

tentang musyawarah (QS. 3: 159, 42: 38).
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Nilabnilai fundamental ini menjadi pesan mendasar dalam kitab suci

yang menuntut kaum muslim mampu mengoperasionalkannya, Nurcholish

Madjid san4>ai pada kesimpulan, Islam sepanjang ajaran agamanya, tidaklah

menghendaki sesuatu melainkan kebaikan bersama. Ukuran kebaikan itu ialah

kemanusiar1 umum sejagad dan meliputi pula sesama makhluk hidup lain

dalam linghrn pn yang lebih luas. Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan

bagi kaum muslim pan(janan etika asasi untuk melrndasi pilihan dan

keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam sosial politik Atas dasar

etika itu seorang muslim memilih suatu pandangan sosial-politik tertentu yang

dianggApnya Bling menopang usaha mewujudkan cita4itanya Yaitu

kebaikan bagi semua.

Bagi Nurcholish Madjid terdapat banyak titik temu antara agama dan

demokrasi khususnya bila dikaitkan dengan tujuan keduanya, yaitu cita-cita

untuk ketUkan semua. Maka tidak heran jika penerimaan Islam terhadap

demokrasi t»rsifat alami

Dari uraian di muka dapat ditarik benang merah, sistem politik

demokIasi itu dapat berjalan sealur dengan misi agama. Ia bahkan dapat

disebut ym Bling baik dan paling tepat, karena dengan mekanismenya yang

wajar ia bisa menghindarkan adanya tjrani mayoritas atas minoritas dan juga

tlranr mrnontas atas mayontas, yang keduanya sama-sama berbahaya.

Beda tan dengan makin ramainya konseptualisasi dan gagasan tentang

demokrasi dan bagaimana usaha mewujudkannya, kalangan ne»modernisjuga
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mempunyai elaborasinya sendiri. Nurcholish Madjid melihat, demokrasi tidak

sederhana utuk didefinisikan. Meskipun demokrasi sudah menjadi kata-kata

harian, ada kesan seolah-olah lxmbicaraan tentang hal itu tidak I»rlu lagi.

Tetapi ketil3 orang menyadari tarik-menarik di satu pihaK perwujudan

demokIasi itu dalam konteks ruang, seperti faktor geografis, sering kali

berckmlnk kultural dan konteks waktu seperti pengalaman kesejarahan suatu

bangsa, maka demokrasi tidak pernah selesai dirumuskan. Karena itulah

Nurcholish Madjid berpandangan, demokrasi pada prinsipnya sama denW

proses demoklatisasi itu sendiri. Selengkapnya, ia mengemukakan:

"Demokasi adalah suatu kategori dinamis bukan statis. Tidak sel»ni
kategori-kategori stasioner (diam di suatu tempat), suatu kategori dinamis
selalu berada dalam keadaan terus bergerak, baik secara negatif (mundur) atau

positif (maju). Dalam masalah sosial, suatu nilai yang berkategori dinamis
seperti denDkrasi dan keadilan, gerak itu juga mengimplikasikan F»nrbahan
dan perkembangan. Karena adanya gerak sifat itu, maka demokrasi dan
keadilan ita tjdak dapat didefinisikan sekali untuk selamanya. Karena itu,
demokrasi sama dengan proses demokratisasi terus menerus. Cukuplah
dikatakan masyarakat tidak lagi demokratis kalau ia berhenti berproses
menuju ke pda yang lebih baik den terus yang lebih baik lagi. Oleh karena itu
faktor eksperimentasi dengan coba dan salahnya adalah bagian yang integJal
dad ide tentang demokrasi. Srlatu sistem disebut demokratis jika ia membuka
kemungkinan eksperimentasi terus menerus dalam kerankah dinamika
pengawasan dan pengimbangan masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan
sekali unbk selamanya, sehingga ticbk memberi nIang bagi adanya
perkembangan dan perubahan, adalah sesungguhnya bukan demokrasi
melainkan kediktatoran."3’

Demokrasi menganut pandangan dasar kesetaraan manusia, sehingga

hak-hak individu dapat dijamin kebebasannya_ Dalam hubungan ini tujuan

39 Nurcholish Madjid, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-Pikiran Nrrrcholish Muda
(Bandung: Mimn, 1994), IBb138,
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kebaikan bexzna tetap primer, sehingga kesepakatan merupakan kata kunci

Demokrasi hidup dalam kesepakatan dan ia akan tetap kuat bertahan selama

tersedia baBak jalan untuk mencapai kesepakatan. Diakui bahwa I»rbedaan

pendapat adalah hal wajar, sehingga bagi Nunholish Madjid, tumbuhnya

sistem yang mengenal oposisi merupakan suatu kewajaran- Dalam hal ini

yang dit»nxkan adalah apa yang disebut loyal, yaitu oposisi yang dilakukan

demi tercapainya cita4ita bersama.40

Pancan Bn di atas mengimplementasikan, jika da]am suatu masyarakat

terjadi perDedaan maka jalan yang demokratis menghendaki bentuk

kompromi. Ini t»rar ti seseorang atau kelomlx)k orang tidak ditxnarkan

bersikap serba mutlak dalam tuntutan pelaksanaan suatu ide yang mereka

anggap bak Sllasana tarik- menarik dalam masyarakat dalam proses

demokratisasi akibat adanya perbedaan pendapat memang biasanya

melahirkan kelompok besar dan kelompok kecil, Dalam kondisi ini, menurut

Nurcholish Madjid, hak-hak minoritas tidak boleh begitu saja diabaikan,

seperti dik Makannya:

"Meskipun demokrasi dimana-mana selalu beg»gang pada prosedur
pengambilan keputusan menurut suara terbanyak (mayoritas), namun tidak
berarti hak-hak golongan minoritas boleh begitu saja diabaikan, apalagi
dilanggar_ Demokrasi yang sehat tetap mengharuskan penghargaan kepada
semua golangan, meskipun minoritas yang kalah. Jika tidak, maka terdapat
kemungkin•n suatu demokrasi menjadi sumber ketidakadilan, yaitu kalau
memberi jdan bagi timbulnya 'tirani minoritas' seperti pengamatan Alexis de

411 Nurcholish Madjid, Trcxbg Iskan: Peran DwI Funggnyu DalaI. Pembangurun Di Irxlonesia
(Jakarta: Paramadina, 1997), 225.
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-l’ocqucville tentan demokrasi di Amerika pada abad yang lalu. Demokrasi
adalah 'mayoriry rule, minority right', kata sebuah adagium. 41

Jika kia menelaah sejarah pada dua dasawarsa, pertama setelah

proklamasi, kita dapatkan bahwa ide-ide tentang demokrasi modern telah

banyak dia3ikuIasikan oleh para pemimpin politik Islam dengan latar

belakang kehidupan keagamaan yang kuat_ Pada periode 3ra-r»milu 1955,

artikulasi paling baik dan kuat tentang cita 4ita demokrasi di Indonesia

dilakukan oleh Iwa pemimpin Mayumi, sebuah partai politik Islam yang

oleh PKI dan Bung Karno disebut kampium demokrasi libe:al, dan oleh para

I»neliti UrJversitas Cornell disebut sebagai kaum muslim modernis dan

khususnya oleh George Mc. T. Kahin disebut sebagai kaum sosialis Islam.

lebih lengkap Nucholish Madjid menjelaskan:

"Kenyataan inilah antara lain yang menerangkan tingginya artikulasi
demokrasi yang dilakukan oleh para pemimpin Masyumi. Ini disebabkan
karena menka mengllasai ideom-ideom pandangan politik modern berkat
pendidikan mereka di Barat, Dan ini pula yang menerangkan mengapa
Masyumi menempuh kerja sama politik yang serasi dan erat dengan partai-
partai sekuler selnrti PSI, Kristen, Parkindo, dan Katolik. Kerja sama dengan
partai-partai sekuler ini lebih erat daripada kerja sama Masyumi (pra-1955)
dengan sesama partai Islam, sel»rti NU, Psn, dan PerU. Namun, setelah tahun
1955, dengan munculnya isu negara Islam di konstituente membuat semua
partai Islam berkoalisi dengan erat. Kerja sama erat Masyumi-PSI-Parkjndc»
partai Katolik itu kemudian muncul kembali pasca 1955, yaitu dalam rangka
melawan kewndrungan diktatorial dan monolitik (tidak pluralistik akibat
dominasi PKI) darI bung Karno."42

Pandangan tersebut hendak menandaskan bahwa umat Islam

sebenarnYa mempunyai intensi yang sangat t»sar dalam mengembangkan

41 Ibid. 228
42 Ibid. 137
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gagasan denokrasi yang khas Indonesia. Walaupun gagasan awal demokrasi

berasal dari Barat, akan tetapi konsepkonsep kunci bahas politik di negeri ini

sarat dengn muatan demokrasi yang berasal dari khazanah Islam.43 Konsep

seperti mtuyawarah-mufakat dan kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa

prinsiF>prinsip demokrasi telah jauh tertanam. Karena itulah sangat tepat jika

kita mengembangkan sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan

bangsa sendiri dan tingkat perkembangan bangsa.

Nurchohsh Madjid mengatakan bahwa amma, baik secara teolods

maupun sodologis sangat mendukung proses demokratisasi. Agama lahir dan

berkembang den@n misi untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia. Dalam kontek ini demokrasi dan proses demokratisasi

merupakan kondisi niscaya bagi terwujudnya keadilan dan hak kemerdekaan

seseorang, Oleh karenanya, meskipun agama tidak secara sistematis

mengajarkan praktek demokrasi namun agama memberi etos, spirit, dan

muatan dokBinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratik

Lebih jauh, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, Islam sebagai sebuah

agama maupun masyarakat muslim sebagai pemeluknya, telah memberikan

sumbangamya dalam proses yang sampai kini terus berlangsung. Maka Islam

secara tegas akan tetap memberi warna bagi bentuk demokrasi Indolesia.44

43 Ahmad Amir Aziz, Mag NEO-MDERMSME ISLAM DI INIX)NESIA: Gagawr Sentral
Nurcholish Madjid DwI AtxlurrahmwI Wahid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 73

Ibid. 74
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3. Demokrasi Dat Oposisi

Demokusi di Indonesia makin mekar. Kontrol sosial dan kontrol

publik terhadap Fn@mbilan keputusan dan penetapan kebijakan pemerintah

makin kuat dan nyata fenomena ini menggambarkan betapa rankayat

menginginkan tingkat transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik.

Ciri-ciri demokrasi yang semakin matang adalah ditandai makin

makin kllafnya kor6t&usionalisme, Termasuk di dalamnya checks and balances,

pembatasan kekuasaaz, regularitas pemilihan (termasuk pemilihan presiden), serta

dipatuhinya aturan mah dan etika politik yang dikonsensuskan,

Budaya oposisi juga sebuah ciri yang sehat dalam demokrasi. Ini

bertujuan a@r penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, serta dapat

mengambil keputumn dan menetapkan kebijakan secara tepat. Oposisi yarg selut

dan membangun ad?lah oposisi yang genuine dan membawa manfaat- tentu

manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat kita. Sekdi lagj» urtuk kepentingan rakyat.

ArtinYa mIa saat 3utusIIn dan langkah pemerintah tepat dan benar, karnI oposan

pasti mendukung, karena rakyat akan diunttmgkan.

Ketika plihan dan kebijakan pemerintah dinilai tidak tepat, kaun

oposan pantas bersuara keras agar sekali lagi rayat tidak dirugjkan. Sikap politik

mg serba membenarkan pemerintah jelas keliru. Demikian pub q)apun yang

diputuskan dan dit3tapkan pemerintdr haru dilawan) waton suloyo> a(blah salah.

Kalau budaya wabn suloyo dan “pemertrtdr haru diawaII” ini dikembandal>

ini untuk siapa? Uauk rakyat, atau untuk lawan politk itu sendiri.

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



58

Dalam pandangan Nurcholish Madjid, oposisi merupakan subkultur

dari tradisi demokrasi. Artinya dalam suatu masyarakat, oposisi merupakan suatu

kenyataan yang tak terpungkkj. Jika oposisi tidak diakui, yang terjadi adalah

mekanisme saling mencuri@ dan oposisi diangpp sebagai ancaman_

Im] >likasiny& timbul nafsu beroposisi yang hanya untuk menjatuhkan pemerintah.

Oleh karena itu, )ang diperlukan adalah mekanisme oposisi kepada kebijakan-

kebijakan pemerin-ah, tapi tetap loyal kepada negara, loyal pada cita€ita

bersama, Mekanisne inilah yang harus diwujudkan untuk men@ntisispasi

terjadinya oposisi yang sekadar oposan yang menurut Nunholish Madjid

dijstilahkan seba@j oppositionalism yang lebih berdampak ne@fif. Pendeknya,

oposisi tidak hanya ra oppose , tapi juga to support . Inilah yang disebut

Nurchohsh Madjid seba@i oposisi loyal Goyal opposition).

Prinsip atau esensi oposisi loyal ini adalah check and balance.

Menurut Nuchohsh Madjid, dalam demokrasi yarg sehat? dperlukar ahnya

kekuatan pemantau dan pengimbang. Sebab, diyakini pula bahwa idak seorang

pun yang mampu merangkum kebenaran mutlak pada dirinya, karena itu harus

ada cara untuk sdjng mengingatkan apa yang tidak bak dar tidak belur. Ini

WIIting untuk merjawab asumsi bahwa peme@ng kebIasaan selama ini merasa

mempunyai we\unang untuk menafsirkan sendiri undang-undang tarpa

konfirmasi secara legal dan fonnal, sehingga subyekd6tas pasti akan mtncul,

Mekanisme check and balance ini dapat diganbarkar sebagai berikut.

To check tmtuk membuktikan UndMal dar policy pemerintah alaih setia pM
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cita-cita bersama. Tapi masyarakat juga berhak membuktikan (mengecek) dan

mengawasi pelaksaraan setiap kebijakan yang menyangcut hajat hidup orang

banyak.

Kalau ternyata kebijakan itu melenceng dari apa yang diharapkan,

atau pelaksanaanya tidak sesuai dengan tujuan semula, maka masyarakat berhak

memberikan masukan atau kritikan, dan pemerintah harus bisa mengimbangi

den@n pikiran dan kebijakan lain yang sesuai dengan harapan rakyat (to

balance).

Dengan demikian, beroposisi politik berarti melakukan kegiatan

pengawasan atas kekllasaan politik yang bisa keliru. Ketika kekuasan menjalani

kekeliruan, oposis berfungsi mengabarkan kekeliruan itu. Sebaliknya, ketika

kekllasaan menjal?nkan fungsinya dengan benar, maka tu@s oposisi adalah

membangun kesadaran aksi publik untuk meminta kelanjutan dan konsistensi dari

praktik kebenaran itu_

Dalam kerangka negara demokrasi, oposisi seharusnya ada dalam

bentuk formal, yaMI dalam perwujudan mekanisme politik yang terbuka dan legal

formabstik, tidak lagi bersifat informal.

Sehingga konstdbusi pemikiran itu dlllarapkan mampu menjadi

barMg power terhadap penguasa. Tetapi dalam konteks keindonesiaan,

problem yang dihadapi adalah lembaga oposisi tidak dakU hak hidtq)nya di

tengah perpolitlkGn bangsa. Karena struktur kelembagaar formal tichk

menyediakan salman politik oposisional,
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Secna hstorjs faktual, di Indonesia, oposisi selalu mengdamj

pengekangan swan sistematik. Di masa demokIasi terpimpin, misalnYa, omsisi

dinankan secara ideolods lewat konsepsi politik gotong royong dan musyawrah

untuk mufaka. Bahkan di masa orde baru, oposisi dipandang tidak mempunyai

akn budaya bangs&dan berada di luar ideologi Pancasila.

Terkait dengan gagBsarnya tentang oposisi, Nurchohsh Madjid

pernah mengatakan “presiden mendatarg harus mampu men@komodasi aspirasi

yang berkembang dalam masyarakat. Tapi, caranya jangan samin seWt1 ream

lama: pagj-pagi SuMI indn merangkum semuanya dengan dalih gotong royong”.

Sebaiknya pemerintah jangan mengakomodasikan sanua unsu partai

dalam kabinet. Ini sangat berbahaya karena akan menimbulkan hilangnya koreksi

dan konaol terhadap pemerintah, seperti yang terjadi selama lebih dari 32 tahtm

pemerintah Orde Lama dan Orde Baru.

Nuchobsh Madjid memang tidak menmpik bahwa inti dari

pemerintah adalah power sharing (pembagian kekuasaan). Namun katanya hal itu

jangan diartikan swara sempit den@n gotong royong, sehingga semua pihak

harus berada dalam kabinet. Menurutnya, istilah tersebut harus dixtikan secara

dinamjs dengan adanya pihak-pihak yang menjadi oposisi (berseberm pn dengan

pemerintah)
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BAB IV

STUDI KRITIS PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH

MADJID

A, Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Arus perubahan dunia berlangsung begitu cepat, hal itu dapat dilihat

pada meningkatnya tuntutan demokrasi ataupun demokratisasi. Tuntutan

semacam itu terasa di mana-mana di seluruh dunia, tidak terkecuali di

Indonesia. Namun, pengalaman dan perkembangan demokrasi di Indonesia

'’agak" terlambat dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Asia Timur dan

Amerika In'in, yang sudah berproses sejak dasawarsa 1970-an Sementara,

Indonesia bxu bergerak ke transisi menuju demokrasi pada awal dekade tahun

1990-an 1

Sepanjang sejarah perjalanan sistem politik yang telah dipraktekkan

sampai smt jIll, sistem demoknsj masih dianggap oleh sebagian besar pemikir

ataupun aktivis politik sebagai sistem yang ideal. Sebagaimana Francis

Fukuyama mergatakan bahwa, "liberal demokrasi" merupakan tjtik akhir

perjalanan evolusi ideologis manusia serta bentuk akhir pemerintahan dan

karenanya merupakan akhir sejarah (rAe end o/history) 3 Atas dasar itu. maka

banyak pengamat berpendapat bahwa, politik global di akhir abad ke-20 ini

merupakan periode demokrasi yang paling menjanjikan dalam sejarah

peradaban manusia modern.3

1 Abuddin Nata (ed), Problelnahkn Politik lskvn Di Indonesia 85
2 Francis FuLrryarrn (teri), Kemerungan Kapitalisme & Demokrasi Liberal xi
' Lary Diarmnd and Mrc F. Planner (eds), The Global Resurgenoe of Democracy. \i,

dalam, EFuldi, Teologi , 186

61
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Memrng sampai saat ini, secara subtansial demokrasi masih diakui

sebagai set)uh sistem nilai kemanusiaan yang menjanjikan masa depan

manusia yang lebih baik. Anggapan ini muncul akibat penderitaan manusia

pasca sistem fasisme, totalitarianisme atau otoriteriansime dan komunisme

yang diberlakukan pada dekade lalu. Sistem-sistem itu berakibat pada

pendataan dan penindasan yang dialami oleh masyarakat yang kemudian

memunculkal sistem demokrasi,4

Secara substansial demokrasi adalah kerakyatan atau pemerintahan

atas asas k«akyatan atau pemerintahan rakyat, atau yang popular adalah

pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.’ Pengertian ini dijabarkan

lebih lanjut, bahwa demokrasi berarti bentuk sebuah otoritas penguasa di mana

datangnya (Koritas tidak bersifat top down melainkan berasal dari bawah

(rakyat), hal Ini dikarenakan demokrasi secara konseptual selalu

mengedepankan pemberian otoritas yang bersifat bottom up, sehingga proses

penegakkannya pun tidak dilakukan melalui represivltas (coercion) melainkan

melalui persuasive (consent).6

Sementara Umaruddin Masdar berpandangan, bahwa demokrasi

merupakan sebuah sistem gagasan yang djlandaskan pada prinsip kebebasan,

kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan perihal

urusan bersama (publik) secara mendasar, sehingga bisa dikatakan sejalan

dengan Islam.7

4 Aharrxl Suhelmi, Pemikiran Politik Boral : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran
Negara, Marwmkat dan Kekuasawr, 229.

5 Pius A Partono, KamIS Ilmiah Populer. 100.

6 Ali Masciran Moesa, NU Agama dan Demokrasi. 246
7 Unvuuddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur d112 Amien Rais Tentang Demokrasi,

6
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Sementara Philip J. Vermonte dosen Universitas Paramadina Mulya,

txQendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu adalah:

Pertama, menghargai HAM, sebab demokrasi tidak akan dapat
dibangun dalam satu negeri yang anti kemanusiaan. Kedua , adanya
pemisahan kekuasaan dan hukum, serta adanya pemisahan kekuasaan
leajsladf dan eksekutif Ke liga, menghargai pluralisme, serta adanya
prinsip federalisme dan penghargaan terhadap komunitas lokal.
Keempat , adanya masyarakat sipil, yaitu komunitas yang bekerja dan
t»rkarya untuk masyarakat tanpa orientasi provjt. Kelima, adanya
penekanan pada fungsi partai dan adanya pemilu, Keenam, adanya
ruang publik yang bebas dan adanya budaya politik yang demokratis_8

Namun, konsep dan praktik demokrasi sesungguhnya tidak tunggal

tetapi beragam bentuknya Proses menuju demokrasi dipen8anrhi, dibentuk

dan diperkaya oleh kultur dan struktur yang ada. Artinya konsep dan praktik

demokrasi digerakkan oleh konstruk sosiologis dan budaya masyarakat

setempat. Dengan demikian bahwa, nilai-nilai, bentuk, tingkat dan kualitas

demokrasi di setiap negara manapun akan berkembang sesuai dengan

bangunan sosial, budaya masyarakatnya. Sehingga, konsekwensinya adalah

akan sangat berbeda antara model demokrasi Amerika Serikat dengan model

demokrasi model Indonesia

Dalam konteks Indoresia prasyarat yang dibutuhkan untuk proses

demokratisasi harus sesuai den@n kebutuhan dan 'kultur" masyarakat

Indonesia. Prasyarat itu harus mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana

rakyat diberikan kesempatan yang luas untuk partisipasi publiknya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Affan Ghafar, bahwa demokratisasi harus

8 Phlhp J. Vermnte, -Prin$+»pdnsip Dunoluasi-, Jurnal Mashalih Ar-Ra'iyyxlIL Edisi 02
Okrot»r-Novemt»r 2003, 5

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



64

menjadikan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam kehidupan di mana rakyat

menikmati hak-hak dasar mereka sebagai manusia.9

Secara kultural, unsur dasar nilai demoknsi adalah toleransi, sikap

saling mempercayai dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara

demokratis. Elemen tersebut penting sebagai dasar untuk melakukan

kompromi, mengakomodasikan berbagai ancam kepentingan dan

mengartikulasikan kebebasan individu dan masyxakat. Dari unsur-unsur ini

apa yang disebut sebagai civic culture diharapkan dapat berkembang_lo

Menurut Achmad Siddiq, pemaknaan yang paling sederhana tertudap

demokrasi, khususnya di Indonesia adalah ber6kir moderat dan toleran.

Dalam kaitan ini prinsipnya adalah, bersikap di tengah-tengah (tawossuth),

sikap keseimbangan (tawazun), toleran (tasammuh) dan adil (I'tidal). Cara

pandang toleran dan moderat perlu kjjadikan peg&agan karena segala kebaikan

itu pasti terdapat diantara dua ujung ekstrimitas (tatharruy\.\\

Prinsip toleransi menjadi kata kunci bagi budaya demokrasi,

khususnya toleransi terhadap perbedaan HadapI dalam berbagai persoalan.

Hal ini pada gilirannya akan bermrrara pada sikaD amar ma'ruf nahi munkar

yang dide6nisikan sebagai selalu memiliki kepekaan untuk mendorong

perbuatan yang baik dan berguna bagi kehidupan bersama dan menolak semua

hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.12

9 Affan Ghafar, Politik Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi. 1\
10 Bachtiar EfFardi, Teologi Baru Politik Islam. 165.
11 Achnvtd Siddiq, Khittah Nadliyrh. 4N8
12 EFendi Choirie, PKB Politik Jalan Tengah NU 141
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Prlnsip lain dari demokrasi adalah menghargai prinsip pluralisme.13

Prinsip ini sangat penting di hxlonesia, karena Indonesia merupakan negara

yang bersifat kepulauan yang secara sosial terdiri dari beragam suku. bahasa

dan adat istiadat yang menunjukkan tingkat kemajemukan yang tinggi.

Sementara di sisi lain, kebudayaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari

sentuhan pengaruh kepenayam dan agama yang ada dan berkembang di

dalamnya. Oleh karena itu, untuk menuju regara (masyarakat) yang

demokratis maka mutlak diperl»kan peneguhan konsep pluralisme. 14

Prinsip pluralisme di aas dalam pandangan Gus Dur harus dilihat

da]am konteks manifestasi untversalisme dan kosmopolitanisme Islam. Dalam

hal ini, Islam secara tegas me]jamin lima hak dasar kemanusiaan, pertama ,

keselamatan fisik warga negara, kedua , keselamatan keyakinan agama tanpa

mkmall ketiga, keselamatan keluarga dan keturunan, keempat, keselamatan

harta t»nda, kelima, keselamatan profesi.15

Pemahaman di atas menegaskan, bahwa jaminan untuk menjadikan

sebIlah mawarakat yang demokratis adalah terjamir dan terpenuhinya hak-hak

asasi manusia. Menurut Kuntowijoyo dikatakan, bahwa substansi hak-hak

asasi dalam masyarakat demokratis ada tiga:

Pertama, hak politik (demokrasi politik, mengenai hubungan Negara
dengan masyarakat), kedua , hak sipil (demokrasi social dan demokrasi
ekonomi, mengenai hubungan elite dengan massa)) ketiga. hak
aktualisasi diri (demokrasi budaya dan demokrasi Agama, mengenai
hubungan Negara dengan warga negara serta hubungan antara warga
negara)- Sehingga untuk terwujudnya hak-hak tersebut maka

13 Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Po,luler. 6(H
14 Choirie. PKB. 143

15Alxlunahnun Wahid, ”UniversalisnB Islam dan Kosrrnpobtanisne- dalam Blddv
Mula\\u Rahman (ed), Konteksrualisasi lk)kIrin Islam cblcun Sejcuah9 546
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menurutnya? dibututaan kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi, prinsip
tersebut adalah, saling kenal mengenaI Qta'crufb, musyawarah (SYuro TII

kerjasama (la'awun), menguntungkan masyarakat (maslalah), adil
16

VadI).

Sementara, secara prosedural (struktural) tatanan demokrasi akan

terwujud di masyarakat apabila prosedur itu mengikuti kaidah demokrasi.

Sebamimana menurut Robert A DahI di jelaskan, bahwa sebuah rezim

disebut demokratis apabila, panama, menyelenggarakan pemilihan (pemilu)

secara bebas dan terbuk1, kedua, mengembangkan pola kehidupan politik

yang kompetitif, ketiga memberikan perlindungan kebebasan masyarakat

(civil liberattes).\1

Sedangkan Juan Linz, mengatakan sebuah sistem dianggap demokratis

apabila: pertama, memberi kebebasan masyarakat untuk merumuskan

preferinsi politik melalui jalur organisasi, infonrnsi dan komunikasi, kedua,

memberikan kesempatan para warganya untuk bersaing secara teratur melalui

cara{ara damai, ketiga, tidak melarang siapapun untuk merebut jabatan-

jabatan polidk yang ada. 18

Sedangkan menurut Bachtiar Effendi dikatakan, bahwa kalau

demokrasi dipandang dari peldekatan prosedural, maka unsur-unsur pokok

demokrasi meliputi adanya, pntama, proses rekrunIen elite me alui pemilihan

yang jujur dan bebas. Kedua, hak masyarakat untuk meuilih, sehingga

16 KLaltouijovo, Idenriras PoZiri= Umat Islam. 91
17 Ratna A DahI, Policy Par&cipariorr and Oppositi wr. New He\,en dan London Yale

UniversitY Press_ 1971, 1

18 Uraian lebih lanjut, lihat Juan Linz, "Totalitarinl aId Authoritarian Regirre", dalam
Fred 1 Groarsteh dan Nelson W Polstw (aIs), Harxibook of Political Science, Jilid 3, 1975, atau
Eaaxli Teolog Baru. 1(B.
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pelaksanaan demokrasi prosedural ini akan menjamin kebebasan untuk

berpendapat dan berserikat. 19

Sejalan dengan pendapat di atas, David Held mengatakan bahwa,

demokrasi merupakan ide tertang pengaturan diri, yakni da pandangan

bahwa anggota komunitas politik (masyarakat) seharusnya bisa memilih

secara bebas kondisi perhimpunan mereka sendiri dan bahwa pilihan mereka

seharusnya merupakan legitimesi terakhir bagi bel#uk dan arah politik.20

Keterjaminan kebebasan dalam berpolitik rbermasyarakat) dibutuhkan

kerjasama oleh semua pihak untuk menjaga dan melaksanakannya.

Sebagaimana ditegaskan oleh Eep Saefulloh Fatah, bahwa demokratisasi

adalah membuat kekuasaan yang mudharat menjadi manfaat, sehingga

membuat kekuasaan mengekang menjadi membebaskan, maka dibutuhkan

aktor penggerak.21

Aktor penggerak (pemimpin) demokrasi, menurut Kyai Sahal harus

mempunyai sikap kepekaan sosial yang tinggi t«hadap nasib dan persoalan

rakyatnya. Sehingga aktor penggerak harus memi iki orientasi kebijakan yang

memihak dan berorientasi kemaslahatan terhadap rakyaaryaz Sebagaimana

kaidah fiqih:

bI „at 5 L: bp @J\uIn (bAyI J/d

19 Enuldi, Teologi Barn tl 108

u1 David Held, Demokrasi dan Tatanan Global. h 180

21 Eep Saefullah Fatah, - Aktor, Ingatan dan Dennkratisasi", dalam, Jenie Geo\’anie,
Tantangur Demokratisasi dalam Masyarakat Transisil tl )M-3dv

zz Mahfudh, Nuansa fiqih, h22
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ArtInya:
Kebijakan pemimpin itu terhadap rakyatnya harus didasarkan pada
kemaslahatan?

Dalam konteks sejarah politik Islam konsep maupun praktek

demokrasi sebenarnya sudah lama ada, sejak aman Nabi Muhammad_

Sehingga, wajar apabila, Robert N, Bellah, sampai pada kesimpulan bahwa

penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan Nabi Muhammad dj

Madinah bersifat egaliter dan partisipatif. Demikian terkesannya BeDah,

sehingga berani menilai bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad adalah

terlalu modern untuk ukuran znnannya.24

Sementara menurut Ernest Gellner yang dikutip Bachtiar Effendi,

mengemukakan bahwa, "Islam memprmyai kesamaan tmstR-wisin dasar

dengan demokrasi", serta Islam memiliki high culture yang sesuai dengan ciri

demokrasi, antara lain unitadanjsme, etika, incjvidua]isme, skHptualimre,

puritanisme, dan egalitarianisme.3

Dengan doktrin tentang keadilan (al-'adF), egalitadasime (a/-

musawamah) dan musyawarah (gyura), menunjukkan bahwa sistem politik

Islam di nilai modern. Dikatakan modern karena adanya komunitas,

keterlibatan dan partisipasi dari seluruh komunitas politik di Madinah.

Struktur politik yang dikenbangkan pun nDdern dalam arti adanya

keterbukaan da]am hal penentuan posisi pimp:nan yang didasarkan pada

z= Abdul Mudjib, Kaidah niqih 61
21 Ratna N. BeUah, "Esaiesai Jgama dI Dunia Mcxler-1, 151
25 EffendI Teologi Baru, 129
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prinsip meri alkrasi dan tidak bersifat hereditary .26 Bentuk kemoderenan

seperti itulah yang dipandang sebanding dengan kehidupan politik demokratis.

Menurut Moeslim Abddurrahman, bahwa Islam dapat menjamin

demokrasi apabila masuk dalam pendidikan politik massa yang memiliki

tujllan mendasar, yakni menjadi the episteme of cultural reform for

democracy , Artinya sebagai kekuatan simbolis massa, Islam harus berani

memberikan dasar-dasar berpijak secara moral terhadap supremasi hukum dan

keadilan sodal dalam sistem politik yang terbuka, dan sekaligus sebagai

kekrlatan komunitas yang mampu membuka kesadaraan sub kultur yang

tertutup. Sehingga, Islam menjadi basis religious civil society yang

menguatkan otonomi umat berhadapan dengan kekuasaan negara dan pasar.27

Kekuatan politik Islam dapat menjadi bangunan demokrasi jika berani

melakukan pembaharuan budaya politik yang responsve terhadap

perkembangan wacana kekinian, semisal pluralisme, dan ketimpangan sosial.

Etika politik Islam dengan perkembangan global, tentu arenanya lebih luas

dari pada sekedar berbicara soal partai politik. Sebab, ada gelombang besar

dari luar yang kini menggurita yakni kekuatan politik the public sphere , yaitu

suatu anna politik publik ketika setiap orang atau kelompok masyarakat

dipaksa beduang untuk memperebutkan representasi identitasnya.28

Terlepas dari perdebatan di atas, dalam memandang konsepsi

demokrasi berbeda, baik secara subtansial (kultural) atau prosedural

(struktural)- Tetapi yang jelas, menurut penulis bahwa sebuah tatanan

26 Bellah Esai-Esai Agama, 15(»151
27 Moahm Abdurrahnnn, Islam dan Kritik Sosial, 126
a Ibid
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masyarakat (pemerintahan) dapat disebut demokratis apabila dalam tatanan

masyarakat (3emerintahan) itu terdapat keseimbangan pemenuhan antara hak

dan kewajiban yang harus diberikan dan di kerjakan oleh rakyat dan penguasa

dengan menjinjung tinggi prinsip keadilan.

Semartara, secara sikap ataupun praktek demokrasi dalam percaturan

politik di Indonesia menunjukkan masih sulitnya melaksanakan gagasan

demokrasi %bagaimana mestinya Perkembangan demokrasi di Indonesia

hingga saat ini memang behm dapat dikatakan mengalami perkembanw

yang positif atau bisa disebut masih transisi menuju demokrasi .

Hambatan pelaksanaan demokrasi tidak hanya t»nifat struktural tetapi

juga kultua. Godaan kekuasaan yang besar atau watak kekuasaan sendiri

yang cenderung korup membuat prinsip-prinsip demokrasi sering dilecehkan

atau dilanggar oleh para penguasa. Bahkan tidak jarang dalam sejarah

peQolitikan Indonesia prinsip demokrasi diganti dengan prinsip totaliter atau

otoriter. Semisal, pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Soekarno pada era Orde

Lama yang serba untuk Negara (to/a/l/er), serta pelaksanaan Demokrasi

Pancasila Soeharto pada era Orde Baru yang menerapkan pemerintahan

(kekrlasaan) tunggal (otoriter) ditambah dengan menjamllrnya budaya

Korupsi, Kdusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagaimana dikatakan oleh J. Soedjati Djiwardono, bahwa

kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini masih sangat rendah, sistem politik

yang ada tilak berjalan semestinya Bukan berarti sistem politik atas dasar

UUD 1945 itu jelek, tetapi sistem itu belum diusahakan berfungsi secara
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maksimal. sebab itu yang diperlukan bukan mengganti sistem, melainkan

"memfwrgsjkm" atau dengan istilah lain revitalisasi, sehingga diperlukan

kerja keras untuk memfungsikan sesuai dengan tuntutan zaman dan

perkembangan kesadaran politik yang semakin kritis.29

Dikatakan pula bahwa, untuk melaksanakan demokrasi dituntut sikap

dan mental tertentu, diantaranya sikap lugas, tidak ’'rikuh ewuh pakewuh'’ .

Demokrasi menuntut untuk ditinggalkan budaya "pantang mundur" meskipun

bersalah aau t»rtanggungjawab atas suatu kesalahan dengan ddih tidak mau

Ctdngwl "glmlggang colong plaw" , sementara itu melimpalKan tangwg

jawab kesalahan yang ada pada orang lain.30

Adapun yang paling berbahaya dalam masa transisi demokrasi adalah,

terjatuhnya kembali sistem demokIasi ke sistem otorilarian. Dan sepertinya

anggapan tnsebut mendekati kenyataan, sebagaimana gambaran Denny J_ A,

bahwa, setxnarnya budaya ataupun praktek otoritadan tersebut masih ada. Hal

itu dapat dilihat, pertama, masih adanya kekuatan politik yang mempengaruhi

kebijakan pemerintah, padahal kekuatan itu tidak dipilih melalui Pemilu, yaitu

TNI-Polri yang dapat 38 kursi. Kedua, adanya diskriminasi atas ideology,

yang ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah atas bahaya "Komas'

(Komunisme dan sosalisme) dan ’'Sipilis'’ (sekulerisme, pluralisme dan

liberalisme). Ketiga, perlakuan minor terhadap etnis minoritas (Tionghoa).31

Di samping itu, budaya dan sikap otoritadan itu terlihat pada sering

terjadi penghakiman oleh massa tanpa mau peduli terhadap aturan-aturan

29 Riknd BangLm & Serv« Pand'u (pay), [»mokrasi [kllan Tajuk. 3
xi Ibid_ 4

31 Daw J. A Trarsisi Yang Pernnnar\ Kompas , (29 Md 1999)
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hukum yang sudah disepakati. Dan dalam kasus pemerintahan, budaya itu

nampak dengan masih seringnya aparat Negara (TNI-Polisi) melakukan

represif terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya lewat

demonstrasi utuk menuntut hak-hak politiknya.

Dari gambaran ini dapat dipahami bahwa, untuk membangun

masyarakat Indonesia yang demokratis, maka dituntut satu sikap yang penuh

tanggung jawab atas apa yang dikatakan dan dilakukan. Sebab, selama ini

prinsip demokrasi hanya didengungkan saja sebagai ' jargon politik".

Sementara, prilaku yang ditampilkan baik oleh pengrlasa atauptm masyarakat

justru t»rlawanan dargan prinsjl»prinsip demokrasi.

Perkembangan kehidupan demokrasi Indonesia juga terhambat oleh

sikap dan pilaku masyarakat itu sendiri. Hal itu tampak pada sikap dan

prilaku masyarakat yang kurang terbuka (eksklusif), cenderung anarkhis,

intoleren dan tidak menghormati pert»daan pendapat yang terjadi di

masyarakat. Semisal, ada usaha keras oleh sebagian kelompok masyarakat

untuk menghancurkan Jama'ah Ahmaddjyah, yang memang pendapatnya

bert»da dengan mayoritas kelompok yang ada.32

Kans ini menunjukkan bahwa masih sulitnva untuk berbeda pendapat

di ruang publik, yang berakibat pada tidak adanya jaminan kebebasan berbeda

pendapat di negerj ini. Padahal salah satu prasyarat untuk mewujudkan tatanan

32 AnarUisne ini muncul setelah Fatwa MUI pada Munas ke-7 yang nnlarang dan
nenfalwa aliral Ahmadiyah adalah paham sesat, lebih lanjut lihat artikel Kalung
Marijan,-Far»u MUI. Negara dm Marmrakar ”. tt
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masyarakat vang demokratis adalah adanya keterjaminan kebebasan akan

perbedaan pendapat di nIang publik.33

Terhanbamya perkembangan demokrasi juga disebabkan oleh prilaku

ketidakpekaan sosial atau ketidakadilan sosial (al-'adala) yang ditampilkan

oleh para pemimpin bangsa ini. Hal itu tampak dari kebijakan-kebijakan Yang

dikeluarkan serta prilaku yang ditampilkan oleh penguasa yang jauh daN

prinsip demkrasi, mereka (penguasa) lebih mengutamakan keWntingan

pribadi daripada kepentingan umum (maslahah\

Salah satu prilaku ti(bk demokrads itu sangat jelas ditampilkan oleh

p©a pengll iba atau pemimpin bangsa ini adalah, di saat nasib rakyat yang

sedang mergaJami keterpurukan ekonomi akibat kenaikan BBM, mereka

(anggota DPR/D) tanpa malu, malah menuntut kenaikan gaji (take home pay)

ataupun tunjangan jabatan. Padahal gaji yang diterima para Wmrprn ItU

untuk ukulan rakyat bawah sudah begitu besar, ketua DPR semula Rp-

73.767.7004)in menjadi Rp. 89.238.356/bln sedangkan anggota DPR dari Rp.

36.810.00/bln menjadi Rp. 49.4 11.940/bln.34

Sementara di sudut lain, berdasarkan dari data BPS dan Depsos tahun

2002, jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta dan 15,6

juta jiwa ( 43%) diantaranya masuk katagori fakir miskin. Secara keseluruhan,

prosentase penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total penduduk

Indonesia adalah sekitar 17,6% dan 7,7%. Ini berarti bahwa secara rata-rata

33 Prinsip darya ruang publik dinnna orarB atau kelompok, bebas berekspresi dan
t»rpanigpasi, laut Philip J VenrDntq '’Prinsi»Prinsip Den»krasi, dalam, Mashalih ar-Raiyyah .

edisi 02 Oklotm-Nopembn 2003
u Data ini di ambil dari, Republika. (10/03/2(X)6)
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jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang diantaranya

adalah orang miskin, yang terdiri darI 10 orang bukan fakir miskin dan 8

'S

orang fakir miskin.

Fenomena ini menunjukkan, bahwa kebijakan penguasa hanya

mementingkan diri sendiri tanpa peduli nasib rakyatnya Padahal untuk

menuju tat&lan yang demokratis salah satu prasyarat adalah kebijakan

peng11asa hanrs memperhatikan dan memihak pada kesejahteraan rakyatnya.

Ditanbah dengan kebijakan para pemimpin bangsa ini yang

menggunakur jalan pintas da]am menyelesaikan persoalan bangsa dengan cara

utang luar negeri. Di mana kebijakan untuk membayar utang luar negeri

dengan can melakukan penjualan atau privatisasi asset Negara (Indosat,

Pertamina, Garuda Indonesia). Problem hutang luar negeri Indonesia kepada

Negara-negAra maju (Inggris, AS, Prancis) lewat lembaga donor (IMF, CGI,

World Bank) semakin mengancam kemandirian bangsa ini sebagai bangsa

yang merdeka dan berdaulat penuh.

Menurut Revisond Baswir mengatakan, bahwa utang luar negeri

Indonesia saat ini mencapai USD 78 miliar, terdiri dari utang ke World Bank

sekitar USD 70 miliar dan dari IMF sekitar USD 8 miliar, sehingga dari

pinjaman Uang luar negeri ini Indonesia sudah terjebak dalam jaringan

ekonomi yang disebar Amerika Serikat dan mengalami ketergantungan

ekonomi terhadap AS. L#bih lanjut dikatakan, bahwa dari segi ekonomi

Indonesia sudah terjebak utang luar negeri yang besar atau bisa dikatakur

35 Edi Stirarto, Merntxrngun Masyarakat Memperda)xJuln Rak)ul. 136137
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Indonesia bni menjadi "koloni" (tanah jajahan) AS akibat ketergantungan

utang. Sebar. dari sisi ekonomi sejak 1967 Indonesia terus menerus

dipenguuhi -N IF, World Bank, CGI, yang mana mereka dibantu oleh ekonom-

ekonom Indoensia yang sering disebut "MaHa Barkely".36

Harus diakui realitas sosial-politik saat ini merupakan realitas yang

penuh dengan ketidakadilan dan ketidakpastian, sehingga ada ungkapan miris

yang dilontarkan Eko Prasetyo "orang miskin dilarang sekolah"37, atau "orang

miskin dilxang sakit-.38 Di mana ungkapan miris di atas set»narnya

menggambakan realitas riil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu

problem keniskinan, pengangguran, pelayanan kesehatan, biaya pendidikan

mahal dan sebagainya. Problem itu dibutuhkan penanganan dengan membuat

kebijakan yang berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, yaitu prinsip

keadilan dm persamaan mendapat hak secara politik, ekonomi, budaya dan

hukum_

Panu yang ditampilkan oleh para pemimpin atau wakil rakyat yang

dihasilkan dari hasil Pemilu 2004 yang oleh sebagian kalangan dianggap,

bahwa Pemilu 2004 adalah pemilu yang paling demokratis, tetapi

kenyataannya hanya menghasilkan pemimpin jauh dari prinsip demokrasi.

Sehingga, lalam kaitan ini Kacung Marijan mengatakan, bahwa faktor dari

persoalan itu dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, bagi penganut

pendekatan kultural persoalan itu dapat dijawab, karena yang duduk di

36 Jawa Pos_ (14/03/2(XB)
37 Ungkap.31 tersebut nBrupakan realitas )ang nnrBesahkan kaum miskin yang

kehilangan Ink-M I»btik, ekononi, lebih lanjut lihat, Eko Prasetyo, Orang Miskin di Larwrg
Sekolah 1-5

38 Eko Prasdyo. Orang Miskin d Larang Sakit, 1-2
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lembaga perwakilan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab

(amanah). S3mentara bagi penganut pendekatan kelembagaan, munculnya

wajah ironis 3ara pemimpin tersebut tidak lepas dari desain kelembagaan yang

Ulum sempLma.39

Terlepas dari alasan di atas, yang jelas fenomena tersebut

menggambarkan bahwa proses untuk menuju tatanan Indonesia yang

demokratis belum terwujud secara positif, sehingga dibutuhkan penyelenggara

pemerintahan (penglrasa) yang mempunyai kualitas kepemimpinan politik

yang sewa dengan prinsip-prinsip demokratis. Prinsip itu adalah "kebijakan

worang perlrimpin (penguasa) atas rakyatnya bertumpu sepenuhnya pada

kesejahteraar rakyat itu sendiri".40

Dari realitas ini, maka hendaknya dalam wacana ataupun praktek

demokrasi tidak semata-mata djpersepsi atau dikonseptualisasikan sebagai

"metode po itik" (kekuasaan atau pemerintahan) saja, tetapi juga sebagai suatu

tujuan etis ' atau nilai atau prinsip dasar (ethical end) yaitu, keadilan (sosial,

ekonomi, politik dan budaya), persamaan hak dan kewajiban, kebebasan

berWndapt. SeEing@ prinsip-prinsip itu diharapkan untuk dapat dijadikan

sebagai landasan dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis.

Tatanan masyarakat yang demokratis memang tidak bisa diperoleh

secara Wis, karena tidak datang dengan sendirinya. Tatanan demokratis

harus dira>ut dan diperjuangkan dari tangan-tangan pengpasa yang anti

demokrasi Semakin demokratis suatu negara tentu semakin murah ongkos

= Kacung Marjan, "Ironi Wakil R4kyat", Jawa Pos (24/03'2(X)6)
40MahfinTh, Nuansa nclih. 22
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membangunnya, karena sebagaimana dikatakan oleh Robert A. DahI yang

dikutip Jeffrie Geofanie, bahwa kemampuan demokrasi antara lain ditandai

adanya otonomi baik indi\ldual maupun asosiasional. 41

Dalam masyarakat yang tengah berproses (transisi) menuju demokrasi

seperti Indonesia, untuk mencapai otonomi individual dan kelompok

dibutuhkan kerja keras dengan ongkos (baik materi maupun immatuj) yang

mahal pula. Semisal untuk menjalankan Pemilu yang benar-benar demokratis

dalam negara transisi pasti lebih mahal ongkosnya dibandingkan dengan

pelaksanaan Pemilu yang sama di negara yang sudah mapan demoklasinya. 42

Narmn, yang terpenting untuk pengembangan demokrasi Indonesia ke

depan diharapkan berada dalam kerangka pertemuan berbagai kepentingan

dan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena itu,

selayaknya semua pihak dapat menggelar semangat dialog yang bersifat

mempertemukan, bukan dialog yang memperkeruh keadaan dengan

mengorbanktn konUadiksi di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab, apabila itu

yang dilakrXan, maka dalam sebuah bangsa yang majemuk ini akar begitu

banyak kermanan (sosial, politik dan ekonomi) yang akan menjadi hasilnya.

B. Nurchobsh Madjid Dan Proses Demokratisasi di Indonesia

Pada kajian ini akan dikaji berkaitan dengan kiprah Nurcholsh Madjid

dalam proses demokratisasi di Indonesia, Berangkat dari konsepsi dm

perkembangan demokrasi yang telah dikaji di atas, dapat dipahami bahwa

41 Ga>fanie, Tantangwr lkmokratisasr. 18
42 Ibid

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



78

sumbangsi atau peran Nurcholish Madjid. baik berupa lontaran pemikirannya

atau aksi "ijdhad" sosial-politik yang sudah diaktualisasikan dalam bentuk

lembaga atal komunitas pemberdayaan masyarakat, menurut penulis

mempunyai peran yang sangat berarti bagi proses demokratisasi di Indonesia.

Yang terpenting dari sebuah hubungan antara agama dan Negara

adalah prosa rmtuk menuju kesejahteraan rakyat bukan bentuk formalnya

tetap fungsi hubungannya. Sebab, menurut Nurcholis Madjid demokratisasi itu

harus dipancang sebagai "proses" atau ”alat" untuk mencapai tujuan, bukan

tujuan itu sendiri. Dengan demikian logikanya ialah, bahwa suatu bentuk

demokrasi tdak dapat diterapkan begitu saja secara kaku dan "dogmatis",

sebab hal itu justru merusak proses demokratisasi sendiri.43

Sen«la yang diungkapkan di atas, Willy Eichler mengatakan bahwa,

"demokrasi adalah suatu nilai yang dinamis" karena esensialnya adalah proses

ke arah yang lebih maju dan lebih baik dibandingkan dengan sudah dan

sedang didani oleh suatu masyarakat. Sehingga proses demokratisasi

membutuhkln prasyarat yang harus djpenuhi untuk mewujtdkan keadaan

sosial-politU yang damai dan sejahtera di masyarakat,a

Dalam sistem politik yang demokratis seluruh rakyat memptmyai hak

untuk meIdkmati kekuasaan dengan jalan, rakyat boleh berbicara bukannya

djbungk2m Sena mereka dapat menikmati media masa yang bebas menulis

dan men9ukan apa saja sepanjang tidak memfitnah dan mengadu '’domba'

masWkal Serta, rakyat dapat setiap waktu berkumpul kemudian mendirikan

43 Nurctx>hs Madjid "Snxh Islam daI Masyarakat". Jurrnl Ulumirn , Vol. VI1/11 JnluM-
Juni. 2(X)3. 80.

u Ibid 81
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organisasi, apakah organisasi sosial, ekonomi, keagamaan atau politik,

sehingga kedaulatan rakyat itu dapat diwujudkan dalam kehidtpan di mana

rakyat bebas dari rasa takut.

Adaptm tatanan untuk menuju masyarakat yang demokratis tidaklah

dapat berjaJar sendirian tetapi membutuhkan pengawalan, Untuk melakukan

atau mengawal proses menuju demokrasi dibutuhkan kerjasama oleh semua

elemen bangsa ini, demokrasi tidak bisa langsung terjadi tetapi membutllhkan

proses yang lama

Karena yang di proses adalah demokrasi agar menjadi sikap dan

prilaku masyarakat, maka harus dikawal oleh smua kelompok yang ada di

Indonesia, td terkecuali kelompok Islam, Bagi semua kelompok dan terutama

umat Islam yang memilik persepsi dominant tentang kaitan Islan dan politik,

maka memalukan konsensus yang didasarkan pada kesadaran pluralistik,

yaitu kesadaran untuk menghargai orang atau kelompok lain yang ada dan

hidup di sekitar kita dengan mengembangkan sikap toleransi yang saling

menghargai dan menghormati_45

Adam dalam konteks Indonesia, proses demokratisasi tidak berjalan

secara mulu namun masih ada kendala atau hambatan yang harus dicarikan

solusiny& Fdenurut Eep Syaifulloh Fatah yang dikutip Abdul Kahar Badjuri

dikatakan, bahwa masih terdapat sejumlah hambatan kultura] bagi proses

demokratisasi di Indonesia. Pertama, adanya corak budaya dan prilaku elite

politik ya•g sangat mengesankan "memonopoli kebenaran", dari situ,

45 Chohiq PKB. Politik Jalan Tengah 143.
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berakibat dia,og tidak pernah ada antara penguasa dan rakyatnya, sehingga

dari sini serjrB muncul kerusuhan sosial akibat dari akumulasi persoalan yang

dihadapi masyarakat tanpa ada wadah aspirasi penyalurannya. Kedua .

kokohnya 'kJltur feodaI" dalam masyarakat, di mana kultur ini cenderung

menempatkan interaksi sosial-politik di masyarakat secara vertical atau

berkasta. Dalam kasus ini elite politik memperoleh penghargaan dan

penghormatar secara patrenalistik oleh rakyat, sehingga kultur ini sangat tidak

kondusif bagi proses demokratisasi.46

Oleh sebab itu untuk mengeluarkan hambatan demokrasi tersebut,

maka diperhrkan sebuah proses transformasi sosial untuk mempergapkan

demokratisasi itu sendiri. Proses transformasi tersebut membutuhkan strategi

politik yang tidak saling merugikan antara rakyat dan Negara. Dalam hal ini,

strategi poStik yang ditawarkan oleh Nurcholish Madjid yaitu strategi

keseimbangan antara sturukturalisasi politik dan kulturalisasi politik

mempunyai makna signifikan dalam percepatan proses demokratisasi di

Indonesia.

Sebab, keserasian antara kultur dan struktur politik menjadi agenda

jangka pan_ang yang akan terus mengisi pergulatan intelektrral dan aktivis

politik di krdonesia. Sebab proses demokratisasi di Indonesia memerlukan

sebuah "rekayasa kultur politik" melalui penataan struktur politik yang

memungkinkan partisipasi rakyat melalui lembaga–lembaga politik yang ada.

46 Atxiul Kalur Baljuri, Irxiorwsia Dj Simwtg _ban 69
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Dalarr strate$ 'kulturalisasi politik" dibutuhkan kekuatan lain, oleh

Nurchol ish Madjid kekuatan yang sangat urgen adalah gagasan penguatan

CIri/ Society dalam membangun demokrasi modem. Sebab. civil society dapat

dipahami sebagai Kwllayah kehidupan sosial yang teroganisir dengan ciri-ciri

kesukarelaan keswasembadaan (self generating), ketaatan pada hukum,

keswadayaan (self supporting), dan kemandirian (self reliance) di luar negara.

Masa depan demokrasi di Indonesia dalam pengalaman banyak Negara

sangat ditentukan oleh kehadiran kekuatan civil society yang kuat. Civil

society yang otonom dan independen, bukan saja terhadap Negara tetapi juga

terhadap political society dan economic society. Dari sini Chusnul Mar’jyah

memberikan beberapa gambaran strategi penguatan civil society, pertama,

penguatan peran media, media harus berperan sebagai opini publik yang

membangun wacana demokratis. Kedua, peran pemimpin informal baik pada

tingkat pusat sampai akar rumput, perlu dibangun dialog antar golongan untuk

menciptakaa dan meningkatkan "social capital". Ketiga, penguatan peran

LSM sebagai bagian terpenting dari penguatan civil socierv,47

Ijtihad sosial tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu langkah yang

siMfikan untuk dapat mendorong percepatan proses demokratisasi di

Indonesia. Sebab, dengan keberdayaan masyarakat menjadikan posisi sosial,

ekonomi dan politik masyarakat bawah menjadi kuat, Dengan posisi politik

yang kuat mereka dapat berfungsi sebagai kekuatan pengimbang

(countenaUing w’er) terhadap dominasi dan hegemoni negara. Sebab, jika

11 Subhan Arif (ed)_ Indonesia Dalam Transisi Menuju [kmokrasi. 47
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kekuasaan palitik negara dan kekuasaan politik rakyat tidak seimbang, maka

yang terjadi dalah "o{oriteriansime" atau '’oligharkhisme".

Dari sinilah Nwcholish Madjid menawarkan politik yang lebih

memilih "jalan tengah”, dengan strategi ’'kulturalisasi" politik dan

"strukturalismi" politik guna melakukan penyeimbang peran politik antara

rakyat dan oeag11asa OJeaara). Saategi polidk tersebut oleh Nurcholish

Madjid diharapkan aw terjadi percepatan proses demokratisasi yang dicita-

citakan bersma.

Perjtnngan rmtuk mewujudkan demokratisasi tidak dapat dilakukan

secara sepiral tetapi harus dilakukan secara bersama-sama (sinergi

komunitas) antara pIhak penguasa dan seluruh elemen rakyat Indonesia.

Sebagaimana dimgkapkan oleh Ulil Abshar Abdallah, perjuangan

menegakkar_ demokrasi ddak efektif tanpa ditunjang oleh "kultur sipil" yang

sesuai dengan nilainilai demokratis_ Sebab proses demokratisasi bukanlah

peristiwa di luar sejarah namwI ada di dalam dan melalui sejarah.48

Perwujudan demokratisasi di Indonesia dapat berjalan lancar, apabila

kekuatan struktural dan kultural politik yang ada di masyaakat baik itu

pengrIasa, intelektllal, Kyai, dan selunlh komponen masyarakat Indonesia

bergandeng tangan dan t»rsatu padu. Sebab, dengan modal kultur yang sudah

dimiliki yaiu kuItu toleran, gotong royong, seimbang (tawazun), jalan tengah

(lawasulh) musyawnah persaudaraan, persamaan (tasammuh), masyarakat

48 Ulil Abshar Alxlabil Memlxrknr Rumah Tuhan_ 67
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Indonesia sebermrnya sangat mudah untuk melakukan percepatan proses

demokratisasi di Indonesia.

Adap»n yang terpenting dan perlu diperhatikan dari proses perwujudan

demokratisas di Indonesia, menurut Nurcholish Madjid adalah dibutuhkan

sebuah sikap terbuka atau fleksibel tidak "ekstrim", sebab demokratisasi

memerlukan sebuah sikap terbuka, yaitu sebuah sikap yang membuka pintu

lebar-lebar bagi adanya perubahan dan perkembangan melalui eksperimentasi

bersama

Perpadran antara latar belakang pendidikan santri (baca: pesantren

NU) dan pendidikan modern menjadikan Nwcholish Madjid mempunyai

modal yang besar dalam mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Di

antara modal itu adalah pandangan politik yang di miliki Nunholish Madjid

adalah fleksibel, yaitu lebih memilih 'jalan tengah" dalam menyelesaikan

konflik poli'jk (politik akomodatif) dan menolak sikap politik yang ’'eksklusif'

yaitu, antara pandangan politik formalistik dan sekulerjstik.

Sebab justru kekuatan proses demokratisasi adalah terletak pada

sistem, apakah sistem itu mampu melalui dinamika internalnya serta

mengadak zl kritik ke dalam sekaligus melakukan perbaikan berdasarkan

prinsip keterbukaan atau fleksibel dan kesempatan untuk bereksperimen.

Prinsip keterbukaan serta kesempatan untuk bereksperimen itzlah merupakan

salah satu cari "nrh" demokrasi yang paling sentral,

Dengan demikian Nurcholish Madjid, seorang pemikir politik

kenegaraar_ Islam yang dimiliki umat Islam yang dikenal socara luas
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kiprahnya di Indonesia, secara signifikan, beliau mempunyai andil besar

dalam mendorong proses demokratisasi di Indonesia, maka sangat tepat jika

pandangan tersebut dijadikan basis landasan dan modal untuk bersikap dan

berbuat dalzn pergulatan politik di Indonesia, terutama dalam mendorong

proses demokratisasi di Indonesia.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bat»bab sebelumnya, maka

diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan, antara lain adalah:

1, Hubungan Islam dan politik (Negara) Indonesia mengalami pasang surut.

Kondisi demikian karena hubungan tersebut pada saat-saat tentu bersifat

konflik. Tetapi pada saat yang lain terjadi hubungan yang harmonis.

Hubungan konflik tersebut dikarenakan keduanya saling mencurigai. Hal ini

bisa dilihat dari sejarah hubungan Islam dan politik mulai era revolusi sampai

era reformasi Di Era Revolusi hubungan Islam dan negara relatif baik dan

saling mendukung karena pada waktu itu Islam dijadikan spirit untuk

melawan penjajah_ Era Orde Lama, dalam era ini hubungan Islam dan politik

berada dalam keadaan yang kelam, kepentingan Islam tidak pernah di

akomodasi oleh pemerintah bahkan partai Islam yang tidak mendukung

kebijakan pemerintah di musnahkan. Era Orde Baru, dalam era ini hubungan

Islam dan politik relatif baik ini terbukti dengan seringnya aspirasi umat Islam

dj akomodasi oleh F»merintaJh dan banyaknya kaum cendekiawan muslim

yang masLJc dalam I»merintahan, dan pada Era Reformasi hubungan Islam

dan politik mengalami F»rkembangan yang signifikan dari masa lalu (Orde

85
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Baru), dalam era ini telah terjadi hubungan yang terbuka antara Islam dan

pemerintah.

2. Pemikiran Nurcholis Madjid berada dalam spektrum tradisi berfikir

masyarakat muslim Sunni, terutama berkenaan dengan semangat untuk

menyelamatkan agama dengan resiko lepasnya kekuasaan politik dalam

tradisi hukum Islam yang memperlakukan prinsip untuk memilih pemimpin

yang dipandang lebih bermanfaat bukanlah murni utjlitadan yang merujuk

pada utilitaranisme tapi pilihan atas pertimbangan etis dan moral.

Pem_kiran Nurcholish Madjid tentang Islam dan politik, beliau

membagi dIa persoalan. Pertama, hubungan agama dan negara Nurcholish

Madjid mengatakan bahwa hubungannya bersifat longgar karena sekularisme

total antara agama dan negara tidak pernah ada secara intrinsik pda Islam.

Kedua, hubungan Islam dan demokrasi, Menurut Nurcholish Madjid

hubungan keduanya sangat erat, karena demokrasi menjunjung tinggi

persamaan dan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara, dan hal ini

sejalan dewan moral agama

Dakm level paradigma, pemikiran politik ini agaknya berupaya

menghasilkan visi baru di sekjtar konsep dan pemikjran tentang negara

modern. Yang ada sementara ini adalah visi lama bahwa suatu negara harus

lepas dari hal-hal yang suci, adi-kodrati atau agama Pemikiran politik ini

dapat marjadi sumbangan bagi dunia pemikiran politik kontemporer,

Pt
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disamping berguna bagi upaya memperkuat basis filosofis dan spiritual

kenegaraan Pancasila.

Dalam hal ini bahwa Indonesia adalah bangsa dan negara yang berusia

relatif mud& maka pemikiran politik ini dapat pula dipandang sebagai satu

upaya menghubungkan berbagai diskursus tentang wacana kehidupan sosila

politik.

3. Peran dan konstdbusi Nurcholis Madjid dalam mendorong proses

demokratisai di Indonesia sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pandangan

politiknya yang selalu mengajak untuk bersikap moderat, mencari jalan damai

dan terbuh serta selalu mengedepankan kel»ntingan t»runa dalam

menyikapi masalah sosial-politik di Indonesia.

B. Saran

Penulisan yang dilakukan oleh penulis hanyalah usaha awal dalam

meng@mbarkan sosok Nurcholish Madjid yang sampai saat ini pemikiran-

pemikirannya masih digunakan dalam dunia akademisi dan masih memiliki

relevansi dengan teori-teori sosial-F»litik sampai saat ini_ Sehingga kajian-kajian

yang lebih j&h berkenaan dengan F»mikiran Nurcholish Madjid senantiasa

relevan untuk Jilakukan

Peneliian ini terfokus pada bagaimana peran Nurcholish madjid dalam

proses demokratisasi di Indonesia
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